
berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada yang

akan menyelesaikan perma$alahan tersebut.

Hukum tanah adat sangat erat kaitannya dengan kaedah-kaedah hukurn

yang berlaku didalam masyarakat adat tersebut. Keseluruhan kaedah hukunr

yang timbul dan berkembang didalam pergaulan hidup antar sesama manusia,

sangat berhubungan erat dengan hubungan antar sesama manusia dan jugaL

untuk menghindari perselisiahan. Hal inilah yang diatur didalam hukum tanaht

adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban

yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

PokokAgraria (UUPA) merupakan salah satu sumber hukum agraria di Indonesia.

UUPA merupakan hukum tanah nasionalyang mengatur mengenai pertanaharr

di lndonesia. UUpA ini menjadi dasar dalam mengambil kebijakan mengenai

masalah pertanahan. Dasar dari diundangkannya UUPA ini yaitu Pasal 33 Ayalt

(3) UUD Tahun 1945, hal ini ditujukan untuk tercapainya keadilan sosial bagl

seluruh masyarakatdalam kaitannyadengan perolehan dan pernanfaatan sumben'

daya alam, khususnya tanah. Konsideran menimbang huruf a UUPA menegaskan

bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya

termasuk perckonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dart

ruang angkasa, sebagai karuniaTuhanYang Maha Esa mempunyai fungsi yanEy

amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. $ejak

diundangkannya UUPA, yaitu pada tanggal 24 $eptember 1960, UUPA belunt

pernah dilakukan revisi. Lahirnya UUPA ini merupakan salah satu penyelesaian

dualisme hukum tanah, sehingga hukum tanah yang ada di Indonesia bersifat

nasional. Lahirnya UUPA dikarenakan hukum agraria yang berlaku di Indonesial

mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukunt

agraria yang didasarkan atas hukum barat.6

Pasal 5 UUPA menegaskan mengenai dasar hukum dari adanya UUpA

yaitu hukum adat. Pasal 5 UUPA mengatakan bahwa hukum agraria yang berlaku

atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan ata*
persatuan bangsa, dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang"

undang ini dan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya, segala sesuailr

dengan mengindahkan unsur-un$ur yang bersandar pada hukum agraria. Hal ini

6 Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1 960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
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berarti UUPA sebagai hukum tanah nasional yang mengatur mengenai

pertanahan yang ada di Indonesia mengakui adanya hukum adat.

saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl) bersama

dengan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengadaan

Tanah Untuk Pembangunan (RUU Pengadaan Tanah). RUU Pengadaan Tanah

ini merupakan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari usul inisiatif

pemerintah. RUU PengadaanTanah merupakan RUU yang masuk dalam daftar

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2009-2014, dan menjadi prioritas

pembahasan di tahun 201 1. Dalam RUU Pengadaan Tanah ini diatur mengenai

pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah untuk membangun sarana

kepentingan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. RUU Pengadaan Tanah

merupakan pengganti dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum (Perpres 65 Tahun 2006). RUU Pengadaan Tanah diharapkan dapat

menjadi payung hukum bagi pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah

dan dapat memberikan masyarakat perlindungan dari kerugian atas pengadaan

tanah tersebut.

Hukum adatyang berlaku di Indonesia mengatur mengenaitanah-tanah

adat yang ada di Indonesia. Masalah pertanahan di Indonesia selalu menjadi

satu kendala yang tidak pernah selesai ditiap daerah. Seluruh wilayah yang

ada di Indonesia selalu ada permasalahan pertanahan yang berujung kepada

konflik Sosial antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, ataupun antara

masyarakat dengan pemerintah.T Hadirnya RUU Pengadaan Tanah sebagai salah

satu pengaturan mengenai pertanahan yang ada di lndonesia diharapkan dapat

menjadi salah satu wadah dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di

Indonesia, khususnya di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan utama yang dikajidalam

tulisan ini yaitu bagaimana kedudukan hukum adat dan tanah ulayat dalam

Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan?

t permasalahan ini dikemukakan oleh berbagai instansi pemerintah diantaranya Badan Pertanahan

Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian yang disampaikan dalam Rapat Dengar

Pendapat dengan Pansus Pengadaan Tanah pada tanggal 9 Maret 2011
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G. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjaditujuan dari penulis dalam melakukan pengkajian

tentang kedudukan hukum adat daleim Rancangan Undang-Undang Pengadaan

Tanah untuk Pembangunan yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan

hukum adat dan tanah ulayat dalam pengaturan mengenai pengadaan tanah

dalam Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

Tulisan inijuga dapat digunakan sebagai masukan kepada anggota Pansus

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan DPR Rl dalam membahas RUU

Pengadaan Tanah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Volkgeist

l{ukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Hukum berkaitan dengan

tindakan-tindakan dan perilaku dalam masyarakat. Hukum memiliki kekuatan

untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pada tatanan hukum, tatanan ini didukung

norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu

jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat.

Friederich CarlVon Savigny merupakan pencetus mazhab sejarah pada

tahun 1779-1861 . Von $avigny terkenal dengan pemikirannya yaitu "Das Rechf

wird nicht gemacht, es t ist und wird mit dem Volke" yang artinya bahwa hukum

itu tidak dibuat, melainkan tumbuh berkembang bersama masyarakat. $ecara

lebih lanjut $avigny juga mengatakan bahwa hukum merupakan cerminan jiwa

rakyat atau biasa disebut dengan volksgeisf.s

Pada teori volkgeisf, Savigny mengkonstruksikan teorinya tentang

hukum. Menurut $avigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak

atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari volkgeisf. Oleh

karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeisf,

harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum seperti itu tidak

dibuat. la harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat

deklaratif terhadap hukum sejati itu.

8 Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Adat Aan Problematika Hu4um lndonesia, Majalah Hukurn
"Yuridika" FH Unair, Volume ?3, No. 1 Januari-April 2008.
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Pemikiran Savigny mengenai hukum merupakan cerminan jiwa

masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang seiring

perkembangan masyarakat karena hukum merupakan bagian dari masyarakat,

cerminan darijiwa masyarakat, cerminan dari rasa keadilan rakyat. Oleh karenai

itu jika suatu hukum dibentuk dalam bentuk formal oleh negara maka hal yang

seharusnya dijadikan sebagi sumber pembentuk substansi hukum tersebut tidak

lain yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jika melihat kembali apa yang

dikatakan oleh Savigny bahwa hukum merupakan cerminan jiwa rakyat, maka

hukum adat merupakan cerminan jiwa masyarakat Indonesia.s Hal ini dapat

dapat diperjelas dengan melihat kepada karakteristik hukum adat. Hukum adat

memiliki unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat tersebut, seperti:10

1. Mempunyaisifat kebersamaan yang kuat; artinya, manusia menurut hukum

adat, merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa

kebersamaan mana meliputiseluruh lapangan hukum adat.

2. Mempunyaicorak magis religis, yang berhubungan dengan pandangan hidup

alam Indonesia.

3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkrit, artinya hukum adat

sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-

hubungan hidup yang konkrit. Sistem hukum adat mempergunakan

hubungan-hubungan yang konkrit itu tadidalam mengatur pergaulan hidup.

4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum

dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang

dapat dilihat.

Tugas penting di bidang hukum bukan untuk membuat suatu peraturan

perundang-undangan. Akan tetapi perlu untuk mengingat dan juga

memperhatikan nilai hukum yang hidup dan berkembang di kehidupan

masyarakat. Persoalan utama hukum bukan hanya membentuk asas dan doktrin

secara artifisial saja, tapimenemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum

yang hiduP.

2. Hukum ResPonsif

Pembentukan suatu undang-undang didalam suatu negara diharapkan

dapat menjadikan masyarakat dijamin kehidupannya dan juga masyarakat

as-AsasHukumAdat,Bandung:A|umni,1979,ha|.7.
ro Soeijono-soekanto, Hukum adat Indonesia, Jakarta:PT RajaGrafinfo Persada, 2005, hal. 125'
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menjadi sejahtera dengan asas berkeadilan. Masyarakat yang akan membaca

dan menganut suatu peraturan tidak lagi menjadikan suatu peraturan itu

merupakan suatu alat untuk mengekang kebebasan dari masyarakat itu sendiri,

$uatu peraturan dibuat untuk membuat masyarakat sejahtera. Suatu produk

hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat,

Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan pratisipasl

kelompok sosial atau individu didalam masyarakat.ll Pembentukan hukum yang

berkaraKerresponsif biasanya dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk.

membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan. Peluanq

yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-halyang betul-betul bersifat teknis.

Philip Nonetdan Philip $elznick mengemukakan suatu teori mengenaI

karakter hukum dalam masyarakat sebagai model hukum pengaturan otonorni

desa, yaitu :

(1) Hukum Represif, merupakan alat kekuasaan karena digunakan dengarl

melakukan penekanan atau pemaksaan (represif) untuk kekuasaan. PadEl

hakekatnya, hukum represif sebagai alat kekuasaan dengan tujuan untuk

menegakkan keadilan melalui pendekatan kekuasaan (represif).12

(2) Hukum Otonom, sebagai pranata yang mampu menjinakkan represi
(penindasan) dan melindungiintegritasnya sendiri. Pada hakekatnya, hukun"t

otonom inisebagai usaha menegakkan keadilan secara independen atan

mandiri, yang tidak diintervensiatau terintervensioleh siapapun atau pihak

lain.r3

(3) Hukum Responsif, merupakan $arana merespon atas realitas kebutuhan

dan fenomena aspirasi masyarakat. Hukum berkembang sesuai
perkembangan situasi, kondisidan masyarakat. Dalam konteks ini hukunt

responsif sebagaimana suatu evolusi hukum, dalam artian bahwa pro$er;

hukum berkembang secara bertahap yang secara pasti membawir
perubahan secara evolutif. Evolusi hukum dalam konteks hukum responsil,

dimulaidaritipe yang tidak ideal (represif), kurang ideal (otonom) sampai

pada tipe yang paling ideal (responsif).14

r1 Mohammad Mahfud M.D.,2010, fulitik Hukum di lndonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
hal 25.
12 Phifippe Nonetdan Philip $elznicl.., Hukum Responsl{ Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan
Hukum Berbasis Masyarakatdan Ekologis,2003 hal. 12.
13 lbld. hal. 12.
t{ lbid. hal. 12,
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Nonet dan Selznick mengkontraskan model hukum responsif dengan

model hukum lainnya seperti hukum represif dan hukum otonom. Hukum represif

lebih mengarah kepada pelayanan kekuasaan dan menyangkal dari adanya

aspirasi publik. Sedangkan hukum otonom menutup diri terhadap dunia di

luarnya.

Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum

yang responsif. Kebutuhan ini, sesungguhnya telah menjaditema utama dari

semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan

semangat purposif. Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan

hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosialdan aspirasi

publik.ts Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum responsif

mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi

mencapai keadilan dan emansipasi publik.16 Hukum Responsif merupakan teori

tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka

terhadap situasi transisi yang ada di sekitarnya, maka hukum responsif tidak

saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapijuga harus mengandalkan

keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosialyang ingin dicapainya serta akibat-akibat

yang timbul dari bekerjanya hukum itu.17

Bagitatanan hukum responsif, hukum merupakan institusisosial. Oleh

karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka,

melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan

untuk masyarakatnya.ls Hukum responsif merupakan salah satu teori yang

menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu

sosial. Menurut Nonet dan Selznick, suatu sintesis dapat dicapai bila kajian

tentang pengalaman hukum menemukan kembali persambungannya dengan

ilmu hukum klasik yang sifatnya lebih intelektual akademik. llmu hukum selalu

lebih dari sekedar bidang akademik yang dipahami oleh hanya segelintir orang.le

3. Hukum Adat danTanah Adat

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis (Ongeschrevenrechf) selalu

dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis

15 lbr4 hal. 59.
16 ibid, hal.62.
17 ibid,hal.64.
18 ibt4 hal. 69.
1e lbrd, hal. 64.
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(geschrevenrechf)z'. Perbedaan antara hukum tertulis dengan hukum tidaktertulis

sudah diperkenalkan sejam zaman Romawi karena sifat dan bentuknya yang

berbeda. Hukum adat adalah adatyang diterima dan harus dilaksanakan dalam

masyarakat yang bersangkutan2l. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum

adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota

masyarakat ada yang diserahitugas mengawasinya. Dengan demikian lambat

laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat. Hukum adat merupakan

salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan bagipembangunan

hukum nasional, yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan

dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adat adalah kebiasaan masyarakatz?. Didalam kehidupan masyarakal

Indonesia, adat yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa berbeda-beda satu

sama lainnya. Meskipun dasar dari bernegara bangsa Indonesia itu sama, akan

tetapi budaya dan adat istiadat yang dimiliki berbeda. Bangsa Indonesia

mempunyai semboyan Bhineka Tunggal lka, yang mengartikan bahwa walaupun

berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua.23

Cornelis vanVollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan

hukum adat (rechfs ringen).$atu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat

hukum adatnya seragam disebutnya sebagai rechtskring. Setiap lingkungan

hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut Kukubanr

Hukum (Rechfsgouw). Lingkungan hukum adat tersebut sebagai berikutl2a

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)

2. Tanah Gayo, Alas dan Batak

a. Tanah Gayo (Gayo lueus)

b. Tanah Alas

c. Tanah Batak (Tapanuli)

' Tapanuli Utara; Batak Fakpak (Barus), Batak karo, Batakr

Simelungun, Batak Toba ($amosir, Balige, Laguboti, Lumbun

Julu)

' Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola,

r0 Abdurrahman, Hukum Adat dalam Parundang-Undangan, makalah yang disampaikan dalanl
SeminarTentang Revitalisasidan Reinterprestasi Nilai-Nilai HukumT1dakTerulis Oalam Psmbentukan
Dan Penemuan Hukum, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemeru
Hukum dan Hak Asasi Manu$ia Republik Indonesia, Makasar 28-29 $eptember 2005, hal. 1.
2r Tolib Setiady, lntisari Hukum Adat lndonesia dalam Kajian Kepustakaan, Bandung: alfabeta,
2008, hal.1.
22 ibid, hal.1.
23 ibid, hal 2.
2a Soerjono Soekanto, Hukum Adat lndonesia, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 19
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Mandailing (Sayurmatinggi)
. Nias (Nias Selatan)

3. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah

Kampar, Kerinci)

4. Mentawai(OrangPagai)

5. Sumatera Selatan

a. Bengkulu (Renjang)

b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang

Bawang)

c. Palembang (Anak lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)

d. Jambi(Batin dan Penghulu)

e. Enggano

6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri,SumateraTimur, Orang Banjar)

7. Bangka dan Belitung

8. kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya,

Dayak Klemanten, Dayak Landak, DayakTayan, Dayak Lawangan, Lepo

Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayat Maanyan, Dayak Maanyan Siung,

Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan)

9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)

10. Tanah Toraja (SulawesiTengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi,

Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai)

11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar,

Makassar, Selayar, Muna)

12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)

13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram,

Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar)

14. lrian

1 5. Kep. Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba

Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima)

16. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem,

Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)

17. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo,

Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)

18. Daerah Kerajaan (Surakarta,Yogyakarta)

19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)

Salah satu pengaturan mengenai hukum adat, yaitu pengaturan

mengenai tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat yang mengakui hukum
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adat tersebut. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat biasanya dikenal dengan
tanah ulayat, Tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat biasanya diatur
oleh hulum adat. Hukum adat ini mengatur mulai dari pembagian tanah,
penggunaan tanah, maupun pewarisan tanah tersebut.

Dalam hukum adat, hak penguasaan tanah yang tertinggi yaitu hafr

ulayat yang mengandung 2 (dua) unsur yang beraspek hukum keperdataan dan
hukum publik25. Subyek hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat.Tanah ulayat
merupakan tanah bersama-sama warga masyarakat hukum adat yang

besangkutan di mana hukum adat tersebut berfaku bagiwarga adatnya. Tanah

adat atau biasa disebut dengan hak ulayat merupakan serangkaian wewenanp

dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah
yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung utama
penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.16

Terdapat dua halyang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat
penting didalam hukum adat, hal ini disebabkan karena:27

a. Sifatnya

Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami

keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi aakan masih bersifat tetap

dalam keadaannya, bahkan menjadi lebih menguntungkan.

b. Faktanya

Yaitu kenyataan bahwa tanah itu :

(1) Merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat)

(2) Memberikanpenghidupan kepada persekutuan (masyarakat)

(3) Merupakan tempat di mana para warga persekutuan (masyarakal)
yang meninggal dunia dikuburkan

(4) Merupakan tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindungl
persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan
(masyarakat)

Diundangkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor

5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat (selanjutnya disebut dengan PMA Nomor 5lbhun 1999) yang terbit
pada tanggal 24 Juni 1999, dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah atas
penunjukkan tanah ulayatyang masih ada didaerah tersebut. Menurut Pasal2

25 Boedi Harsono, Hukum Agraria lndonesia, Sejarah Pembentukan lJndang-lJndang Pokak
Agrada, Isi dan Palaksanaanya,2005, Jakarta: Djambatan, hal. 183.

'?6 
ibrd, hal. 186.

27 lolib Setiady, op. ci( ha1.311.
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PMA Nomor 5 Tahun 1999, dikatakan bahwa keberadaan hak ulayat dilakukan

dengan kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat, yang terdiridari:

a. Adanya masyarakat hukum adat tertentu;

b. Adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat

mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu;dan

c. Adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan' dan

penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum

adat itu.

Keberadaan hak ulayat itu akan dinyatakan dalam bukti kepemilikan

pendaftaran tanah, dan bila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara

pendaftaran tanah batas tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran

tanah dan tanah dicatat dalam daftar tanah'

sistem hukum agraria di Indonesia yang berlaku atas bumi, air, dan

ruang angkasa berasal dari hukum adat di mana sendi-sendi dari hukum tersebut

berasal dari masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional, dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa

dan sosialisme lndonesia. Adapun tanah adat terdiri dari 2 (dua)jenis, yaitu :28

a. tanah adat masal lamPau

b. tanah adat masa kini.

Dalam rangka mewujudkan unfikasi hukum dibidang pertanahan, hukum

adat tentang tanah dijadikan sebagai dasar bagi pembentukan hukum agraria

nasional. Hukum adat sebagaidasar dari pembentukan hukum agraria nasional

mempunYai 2 kedudukan, Yaitu:2s

1. Hukum adatsebagai dasarutama'

Dalam konsideran berpendapat uuPA pada huruf a' Dalam konsideran ini

dapat dilihat bahwa hukum adat merupakan salah satu unsur utama dalam

pembentukan UUPA.

2. Hukum adatsebagai hukum pelengkap

Pembentukan hukum agraria nasional menuju kepada tersedianya perangkat

hukum yang tertulis, mewujudkan kesatuan hukum, memberikan jaminan

kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang

hak atas tanah merupakan proses yang membutuhkan waktu. selama proses

tersebut berlangsung, maka hukum tertulis yang sudah ada tetapi belum

|engkap, maka memer|ukan pelengkap agar tidak terjadi kekosongan hukum.

ffiai, nuxum egraria)xana.. srHar uranKa, zuul! nar. y.

2e urip santoso, uuxu^-ig;ii dan Hak-Hak AtasTanah, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 65.
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Hukum adat sebagai satah satu hukum yang diakui di Indonesia dapat

mengisi kekosongan hukum dalam proses tersebut.

Hukum tanah adat merupakan hukum asli, yang mempunyai sifat khas,

dimana hak-hak perorangan atas tanah merupakan hak pribadi akan tetapi di

dalamnya mengandung unsur kebersamaan, yang dalam istilah modern disebut

fungsi sosial. Hukum adat merupakan sumber utama hukum undang-undang

pokok agraria atau hukum pertanahan Indonesia, walaupun hukum adat

merupakan dasar dari UUpA tetapi permasalahan terhadap hak kepemilikan

atas tanah dalam masyarakat adat di lndonesia telah ada sejak zaman

penjajahan Belanda. Halini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa

tanah adat atau hukum tanah adat di Indonesia mempunyai pengaruh yang

sangat besar dalam pola hidup dalam persekutuan masyarakat hukum adat.

Adanya pengakuan Hukum Adatyang berlaku di Indonesia, maka dapat

dilihat bahwa ada 2 (dua) macam tanah yang berlaku di lndonesia, yaitu tanah

hak dan tanah ulayat. Tanah hak ini merupakan tanah yang diakui oleh negara

sedangkan tanah ulayat berlaku bagi masyarakat adat.

ll. Pembahasan

A. RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk pembangunan selalu berada dalam kerangka

pembangunan nasional. Negara diwajibkan UUDTahun 1945 untuk melaksanakan

pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagiseluruh

rakyat lndonesia. Pengadaan tanah untuk pembangunan yang dijalankan negara

sudah seharusnya sejalan dengan cita-cita keadilan, harus sejalan untuk menuju

cita-cita masyarakat yang sejahtera. Untuk itulah penting jika pengadaan tanah

harus diatur dengan undang-undang.30 Setiap pembangunan yang dilakukan oleh

Pemerintah tidak terlepas dari adanya ketersediaan tanah atau lahan untuk

melaksanakan pembangunan tersebut. Kesejarahan pengadaan tanah selama

ini, ada sebagian tanah yang berhasil diperoleh sesuai perencanaan, ada

sebagian tanah yang tidak berhasil diperoleh sesuai perencanaan. Hambatan

dan kendala telah terdeteksi, berbagaiwacana berkembang untuk memastikan

30 Penjelasan umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
ver$i 15 Juni ?01 1.
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bahwa tanah untuk pembangunan harus tersedianya tanah, akan tetapi di sisi

yang lain, hak atas tanah atau kepemilikan atas tanah tidak boleh terkorbankan.3l

Pengadaan tanah merupakan setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan

cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Pengadaan

tanah untuk kepentingan umum merupakan cara negara untuk memenuhi

kebutuhan tanah guna penyelenggaraan pembangunan.32 Pengaturan Pengadaan

tanah untuk kepentingan umum pada saat ini diatur dengan Perpres 65 Tahun

2006. Dalam Perpres 65 Tahun 2006 diatur mengenaitata cara dan juga kriteria

pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar

yuridis, normatif dan juga sosiologis. Konsideran menimbang RUU Pengadaan

Tanah menyebutkan:33

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera,

pemerintah perlu melaksanakan pembangunan.

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan, diperlukan tanah

yang perolehannya harus dilaksanakan dengan cara yang lebih adil dan

demokratis.

c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah belum

dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan

d. berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b ,dan huruf c, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan.

Konsideran menimbang ini merupakan dasar dari pembentukan RUU Pengadaan

Tanah. Oleh karena itu, setiap pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah,

harus juga melihat dasar dari pembentukan Undang-Undang Pengadan Tanah.

Hal ini dikarenakan setiap proses yang dilakukan dalam pengadaan tanah harus

tercermin semangatdariUndang-Undang itu sendiri, yaitu untuk mensejahterakan

masyarakat.

Pasal 6 UUPA telah mengatakan bahwa semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial yang ada dalam UUPA ini juga

mengamanatkan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan dengan cara

ffiganUndang-UndangtentangPengadaanTanahuntukPembangunan
versi 15 Juni 2011.
32 Lieke Lianadevi Tukgali, Fungsi Sosia/ Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum, Jakarla: Kertasputih Communication, 2010' hal' 43.
s3 Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan versi 15 Juni

2011.
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pengadaan tanah, maka harus dapat memberikan manfaat dan dapat
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemilik hak atas tanah

sebelumnya. Pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres 65 tahun 200(i

memberikan berbagai klasifikasi terhadap pembangunan bagi kepentingan

umum.

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah

diharuskan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakatt

dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Pengadaar

lanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah pada saat

sekarang ini banyak mendapatkan kendala atau permasalahan. Berbagal

permasalahan yang menjadi kendala dalam proses pembangunan saat ini antara

lain yaitu adanya ketidaksepakatan harga ganti rugi antara pemilik hak ata*i

tanah dengan Pemerintah, proses pengadaan tanah yang berlarut-larut, belunu

adanya definisiyang jelas mengenai kepentingan umum, dan lain-lain.34

RUU PengadaanTanah ini merupakan pengaturan atas pengadaan tanalr

untuk pembangunan kepentingan umum. Ada kecenderungan RU U Pengadaarr

Tanah inidiharapkan menjadi"payung hukum" bagi peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pengadaan tanah, Di dalam RUU PengadaanThnaf
Untuk Pembangunan ini mengatur antara lain:35

a. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

b. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Swasta;

c. Kriteria Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

d. GantiKerugian;

e. Bentuk Ganti Rugi;

f. Konsinyasi;dan
g. PelaksanaPengadaanTanah.

Penjelasan umum RUU PengadaanTanah jugatelah menjelaskan bahwa

negara diwajibkan untuk rnelaksanakan pembangunan untuk mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal inijelas

e Permasalahan-permasalahan ini di kemukakan oleh berbagai pihak baik dari Pemerintah, Asosiasi,
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Badan Pertanahan Nasional dalam Rapat
Dengar Pendapat Umum yang dilakukan oleh Pantia Khusus Rancangan Undang-Undaryl
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik tndonesia,
Permasalahan-permasalahan inidikemukakan dalam rangka memberikan masukan kepada anggotin
Pansus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan DPR Rl yang pada tahun 20'1 1 masa sidang ll darr
masa sidang lll sedang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan bersama dengan Pemerintah.
35 Rancangan Undang-Undang Pepgadaan Tanah Untuk Pembangunan versi 1 5 Juni 201 1.
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bahwa tujuan dari diadakannya pembangunan yang dilakukan dengan cara

pengadaan tanah yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi

seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap pasalatau norma yang ada

di dalam Undang-Undang PengadaanTanah harus mempunyai semangat untuk

mensejahterakan masyarakat.

B. Kedudukan Hukum Adat dalam Rancangan Undang-Undang

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakatdan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia, yang diaturdalam

undang-undang. Hal ini berarti secara konstitusi, Indonesia mengakui adanya

masyarakat adat dan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat tersebut.

Pengakuan negara adanya hukum adat di Indonesia inijuga diakui oleh UUPA

yang tertuang didalam Konsideran Berpendapat huruf a yang menyatakan bahwa

berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan- pertimbangan di

atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat

tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh

rakyat lndonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsuryang bersandar pada

hukum agama.

UUD Tahun 1945 sudah memberikan pengakuan secara terang-terangan

terhadap adanya hukum adatyang berlaku di Indonesia dengan adanya Pasal

188 UUDTahun 1945 dan adanya pembentukan UUPAyang didasarkan kepada

Hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Dasar yang dituangkan dalam konsideran

berpendapat huruf a UUPAjuga dibatasi dengan adanya Pasal 5 UUPA yang

memberikan persyaratan dan pembatasan berlakunya hukum adat dalam hukum

agraria nasional, Yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaldan negara;

b. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia;

c. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUPA itu sendiri;

d. Tidak bertentangan dengan peraturan agraria lainnya;dan

e. Harus mengindahkan unsur-unsuryang bersandar pada hukum agama.

Persyaratan dan pembatasan dalam Pasal 5 UUPA ini merupakan

landasan bagi hukum adat dan hukum tanah adat yang akan berlaku bagi hukum

agraria nasional. Pembatasan dalam Pasal 5 UUPA ini menjadikan hukum adat
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dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan suatu peraturan

perundang-undangan di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan masalah

pertanahan di lndonesia. Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh van

vollenhovendalambukunya HetAdatsrechtvanNedeflancdchlndieJilidll,dimana
lingkaran hukum itu memperlihatkan sifat dan coraknya sendiri yang antars

satu lingkaran hukum dan lingkaran hukum lainnya menunjukkan perbedaan-

perbedaan tertentu. Oleh karena itu hukum adat yang dipakai sebagai azas-

azas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:36

1. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan

negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;

2. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Negara lndonesia yang

berfalsafah Pancasila:

3. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan tertulis;

4. Hukum adat yang bersih dan sifat-sifat feodalisme, kapitalisme serta

pengisapan manusia atas manusia;

5. Hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-un$ur agama.

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai landasan hukum nasional

tidak hanya terdapat pada UUD Tahun 1945 dan UUPA saja. Hal ini dapat dilihat

pada tahun 1960 dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara (MpRS) yaitu dengan diundangkannya ketetapan MPRS Nomor ll/
MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 (Ketetapan MPRS No, ll), ditetapkan hukunt

adat sebagaiazas-azas pembinaan hukum nasional. Ketetapan MPRS No. Il

tersebut menggambarkan garis-garis besar politik dibidang hukum adat sebagai

berikut:

1. Azas-azas pembinaan hukum nasionalsupaya sesuaidengan haluan negar$)

dan berlandaskan pada hukum adatyang tidak menghambat perkembangail

masyarakat yang adildan makmur.

2. Di dalam usaha ke arah homoginitas dalam bidang hukum supayil

diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.

3. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukumwari*

supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.

Dengan diundangkannya Ketetapan MPR$ No. ll tersebut diatas, maka

kedudukan serta peranan hukum adatdalam pembinaan hukum nasionalmenjadi

lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangarr

masyarakat adil dan makmur.

36 Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandungl;
Alumni, 1978. hal. 39.

Kedudukan Tanah Ulayat ..... 451



Berdasarkan teoriyang diungkapkan oleh Savigny mengenai hukum

merupakan cerminan jiwa masyarakat, maka dapat dilihat bahwa Ketetapan

MPRS No. ll ini merupakan cerminan darijiwa masyarakat yang harus diakui

oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang bersumber
pada norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan

kebudayaan orang Indonesia aslidalam hal inisebagai pernyataan rasa keadilan

dalam hubungan pamrih.37 Dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum adat

merupakan cerminan jiwa masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang di

dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang ini

harus dapat menjadisuatu landasan bagi pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia

Pasal 188 ayat(2) UUDTahun 1945, Konsideran Berpendapat huruf a

UUPA dan Pasal 5 UUPA merupakan suatu pengakuan terhadap hukum adatdi

lndonesia dan dapat berlaku bagi masyarakat adatyang menganut hukum adat

tersebut. Adanya pengakuan secara konstitusional terhadap hukum adat berarti

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diharapkan dapat

memperhatikan masyarakat adat yang mengenal adanya hukum adat itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan mengenai tanah yang berlaku di Indonesia

harusnya melihat berbagaisisi kehidupan masyarakat. Tidak semua masyarakat

di Indonesia mengerti hukum. Masih banyak masyarakat lndonesia yang tidak

mengerti mengenai hukum negara yang berlaku pada saat sekarang ini.

Masyarakat hukum adat yang berada di daerah, terutama daerah pedalaman

yang jauh dari kehidupan sosial yang bersifat modern, masih menganut adanya

hukum adat. Hukum adat yang berlaku ini merupakan hukum yang berlaku bagi

masyarakat adat di daerah tersebut.

Berbagai kasus terdesaknya hak masyarakat hukum adat seiring

dengan derasnya investasi dan proyek pembangunan pemerintah telah

mendorong pemikiran untuk menentukan suatu kriteria obyektif tentang

keberadaan hak ulayat berkenaan dengan subyek, obyek dan kewenangannya.

Pada tahun 1999, Menteri Negara AgrariaiKepala Badan Pertanahan Nasional

menerbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat (PMA Nomor 5 Tahun 1 999). Dalam PMA Nomor

5 Tahun 1999 tersebut disebutkan antara lain kriteria keberadaan hak ulayat

berkenaan dengan subyek, obyek dan kewenangannya.3s

37 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1987, hal. 7
38 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosla/ dan Budaya, Jakarta:
Buku Kompas, 2009, hal, 171.
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Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

merupakan suatu aturan yang dapat digunakan oleh masyarakat agar masyaraka{:

tersebut dapat teratur dan mendapatkan suatu kepastian hukum dalam

melakukan perbuatan hukum. $uatu peraturan perundangan dipergunakan untulr;

kemakmuran masyarakat. Dalam teorinya Philip Nonet dan Philip $elznicl,;

lentang Hukum Responsif,se bahwa suatu peraturan perundang-undangan harusl

melihat kepada masyarakat itu sendiri, apakah masyarakal menerima dengan

adanya peraturan tersebut atau tidak. Feraturan perundang-undangan dibentu!,;

untuk masyarakat, oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus bis*l

mengikuti kebutuhan masyarakat, Masyarakat di Indonesia belum semuanyfll

mengerti hukum negara. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

dunia modern dan pengaruh globalisasi, Banyak masyarakat di lndonesia yang

masih menganut hukum adat, Hukum adat ini digunakan dalam komunitarr

masyarakat adat itu ssndiri,

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untul,;

memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan ini tentu

saja harus langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini agar

masyarakat dapat menikmati apa yang telah dibangun oleh pemerintah"

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja tidak terlepas dengar

adanya tanah yang digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut. Tanah

yang diperoldh untuk membangun suatu infrasturktur tentu saja tidak sedikit.

Proses pengadaan tanah merupakan salah satu bentuk proses dalanl
membangun infrastruktur. Pengadaan tanah dimaksudkan agar pemerintah dalanl

membangun suatu infrastruktur dapat memperoleh tanah yang berasal daritanal"r

hak atau tanah negara.

Proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja
memerlukan tanah.Tanah yang tekena pengadaan tanah seringkali bersentuhan
dengan tanah milik adat/tanah ulayat milik suatu masyarakat adat. Pengadaar
tanah yang bersentuhan dengan tanah ulayat atau tanah adat tentunya harus
juga menghormati hukum adat yang berlaku pada daerah tersebut, Pemberian
ganti kerugian ataupun proses pelepasan tanah ulayat tentu saja haruri

menghormati hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Indonesia yang mempunyai2 (dua) macam tanah, baik itu tanah hak
yang diakui nogara dan tanah adat atau tanah ulayat, belum mempunyai kesatuan

hukum dalam pengaturannya. RUU Pengadaan Tanah diharapkan dapalr

menjadikan adanya pengaturan khusus mengenai tanah hak yang diakui oleh

30 Fhilippe Nonet dan Philip $elznick, Qp. Cit., hal. 12.
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negara dan tanah ulayat atau tanah adat. Adanya pengaturan mengenaijenis

tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat di lndonesia diharapkan dapat

memberikan perlindungan terhadap hukum adatyang ada di lndonesia.

RUU PengadaanTanah merupakan salah satu peraturan perundang-

undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal inidikarenakan masyarakat

membutuhkan kepastian hukum mengenai proses pengadaan tanah yang

dilakukan oleh Pemerintah dan pengadaan tanah tersebut tidak merugikan

masyarakat itu sendiri. Masyarakat membutuhkan peraturan mengenai

pengadaan tanah, hal inidikarenakan proses pengadaan tanah yang selama ini

dilakukan oleh Pemerintah, banyak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat'

Hal ini dikarenakan banyak ganti rugi yang diberikan pemerintah tidak sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Masyarakat di Indonesia bukan hanya masyarakat yang sudah hidup

secara modern, akan tetapijuga masih terdapat banyaknya masyarakat adat

yang hidup berdampingan dengan masyarakat modern. Masyarakat adat yang

masih ada ini juga merupakan bagian yang ada di dalam kehidupan

bermasyarakat. Hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat inijuga harus

dihormatidan dijunjung tinggi, khususnya mengenaihukum tanah yang berlaku

didalam hukum adat itu sendiri. hal inidikarenakan hukum tanah nasionalyang

dikeluarkan didalam UUPA salah satu sumber hukumnya yaitu hukum adat'

Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai hukum adat yang berlaku di

lndonesia dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan khususnya

pengaturan mengenai tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus menghormati

pengakuan hak masyarakat hukum adat. Halinidikarenakan secara konstitusi,

hukum adat telah diakui oleh negara sebagai salah satu sumber hukum,

khususnya hukum agraria. Pada satu sisi, sesuai Penjelasan Pasal44 RUU

Pengadaan Tanah mengakui hak masyarakat hukum adat, namun di sisi lain

terkesan tidaktegas dan justru menutup kemungkinan bagi masyarakat hukum

adat untuk diakui haknya atas tanah ulayat. Tanah-tanah ulayat yang ada di

Indonesia pada saat sekarang ini masih lemah dalam pengaturannya, pengaturan

mengenaitanah ulayat sekarang ini masih bersumberdari UUPAdan juga Permen

STahun 1999.Tanah-tanah ulayatyang ada di Indonesia pada umumnya masih

belum bersertifikat. Yang artinya tanah-tanah ulayat ini belum ada pengakuan

secara hukum oleh Negara.

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh savigny bahwa suatu

hukum merupakan cermin darijiwa rakyat, maka dapat dilihat juga bahwa teori
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tersebut berkaitan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philipr

Nonet dan Philip Selznick. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakart

oleh kedua ahlitersebut, dimana hukum itu untuk masyarakat dan hukum itu

berasal dari masyarakat. Jadi pembentukan suatu peraturan perundang"

undangan harus melihat dari jiwa masyarakat dan untuk apa peraturan

perundang-undangan tersebut dikeluarkan.

Pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umunl

khususnya yang terkait dengan tanah ulayat harus diatur didalam RULI

PengadaanTanah. Pengaturan mengenai keberadaan tanah ulayat ini harusnya

diberikan kepada masing-masing daerah dimana masih ada tanah-tanah ulayat

yang dimilikioleh masyarakat adat. Adapun pengaturan tersebut bisa melalui

peraturan daerah (perda). Salah satu provinsiyang telah memiliki perda tentanE;

adat yaitu Provinsi Bali. Adanya hukum adat yang berlaku di Provinsi Bali ini

ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor3Tahun 2001t

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 200'tr

tentang Desa Pakraman.Tujuan dariadanya perda mengenai masyarakat adat

yang ada di daerah yaitu untuk menjelaskan keberadaan masyarakat adat yangy

berada didaerah tersebut. Syarat bahwa keberadaan masyarakat adat masift

ada eksistensinya yaitu, safu masyarakat hukum adat itu masih hidup, kedua

sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga, sesuai dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan keempaf, eksistensinya diatur dengan

undang-undang.o0 Eksistensi masyarakat adat perlu juga diatur dan dikaji lebih

mendalam. Hal ini untuk memperjelas keberadaan masyarakat adat itu sendiri

Keberadaan masyarakat adat inilah yang berhak atas tanah ulayat.

Pengakuan atas hukum adat dan tanah ulayat di dalam RUU Pengadaan

thnah dapat berupa penyebutan secara jelas dan pasti mengenai adanya hukum

adat dan tanah ulayat di Indonesia. Proses pengadaan tanah yang bersentuhan

secara langsung dengan tanah ulayat yang dilakukan oleh Pemerintah juga

harus diganti sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Pengaturan mengenai

keberadaan tanah ulayat inijangan hanya berada pada penjelasan pasal RULI

Pengadaan Tanah saja, akan tetapi berada pada norma yang diatur dalam pasal

Hal ini untuk mempertegas keberadaan masyarakat adat dan juga tanah ulayall

di lndonesia. Adapun yang dapat diatur didalam RUU Pengadaan Tanah yaihr

mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah

ulayat dan juga apa saja bentuk ganti rugi atas pengadaan tanah tersebut.

40 'Mempersoalkan empat syarat pengakuan eksistensi hukum adat', httprl{
soetandyo.wordpress.com diakses tanggal 5 September 201 1.
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lll. Penutup

A. Kesimpulan

RUU Pengadaan Tanah belum secara tegas mengungkapkan bahwa

RUU Pengadaan Tanah ini menghormati dan mengakui adanya hukum adat dan

tanah ulayat yang berlaku di Indonesia. RUU Pengadaan Tanah hanya mengatur

mengenai bentuk ganti rugi yang diperoleh apabila tanah adat dilakukan

pengadaan tanah. Belum tercerminnya pengakuan terhadap masyarakat adat

dan juga hukum adatyang berlaku dilndonesia, dapat memberikan ketidakadilan

bagi masyarakat hukum adat yang menganut hukum adat di daerah tersebut'

Hal ini dikarenakan masih banyaknya tanah yang dimiliki oleh masyarakat di

Indonesia merupakan tanah ulayat. Sesuaidengan apa yang dikemukakan oleh

Von Savigny bahwa hukum itu merpakan cerminan jiwa masyarkat, oleh karena

itu hukum adat yang merupakan bagian dari hukum yang berkembang di

masyarakat harus dilihat dan diakui secara pastididalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di lndonesia. oleh karena itu, sebagai hukum yang

berlaku didalam masyarakat, maka hukum adat juga harus diakuididalam suatu

peraturan perundang-undagan terutama peraturan perundang-undanganan yang

berhubungan dengan Pertanahan.

B. Rekomendasi

RUU Pengadaan Tanah ini diharapkan dapat memberikan kesatuan

hukum atas tanah hak yang diakui oleh negara dan tanah adat atau tanah ulayat'

Sehingga indonesia dapat memiliki kesatuan hukum pertanahan nasional. RUU

PengadaanTanah perlu menegaskan kembali mengenai bentuk pengadaan tanah

untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah pada saat

menggunakan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Penegasan

dalam RUU Pengadaan Tanah ini dapat dilakukan dengan menyebutkan secara

jelas dan pasti adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan adanya tanah

ulayat di lndonesia. Pengakuan inijuga dapat dilakukan dengan menyebutkan

secara pasti proses ganti rugi atas tanah adat dan tanah ulayat yang ada di

Indonesia. RUU Pengadaan Tanah inijuga sebaiknya mengamanatkan kepada

pemerintah daerah untuk segera membentuk peraturan daerah yang berkaitan

dengan hukum adat yang masih berlaku pada daerah tersebut'
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PERBAN DINGAN PERAN DAN Ktf't HRJA AN ccOTA LEctSl-Afl F LAK|.
LAKIDAN PEREMPUAN DALAM PROSES LEGISLASI UNDANG.UNDANG

YANG RESPONSIFGFNDER1

Aisah PutriBudiatriz

Abe0acf

Low representation of woimen in parliament is an important issue
of democratic transition in many countries, particutarty tndonesia.
Anna Phillips, Azza Karam and Joni Lovenduski in their fheories
says that low representation of women in parliamenf causes fheir
unrepresented aspirations in that institution. The three political
scienfisls argues that only women themse/yes who can property
channel their aspirafions andlnferesfs.This research attempted to
see ffie relevance of the theory or argument in the lndonesian
parliament. Applying qualitative method, fhls research examined
law making process of I b ills regarding women in DpR duing 2Aa4-
2009. The results of lhe research founded that women
parliamentarians have better performance in comparison to male
parliamentanans. Nonefhe/ess, it found a/so here that there are
male parliamentaians who have rendered fruitfut role in the making
of crtminat law on against human trade (IJLJ prppo) and raw an
citizenship (U U Kewarganegaraan).

Keywords: political representation, women representation, DpR,genderr'ssueor

Abstrak

Ketenrakilan perempuan yang rendah di parlemen merupakan
salah satu persoalan demokrasi banyak negara, termasuk
lndonesia. Anne Phillips, Azza Karam dan Joni Lovenduski menilai
bahwa keterwakiran perempuan yang rendah di parremen dapat

@tehpenu|is,AisahPutriBudiatrida|amskripsis1bedudu|
}in?!l Perempuan Anggota Legislatif di DpR Rt dalam Proses Legislasi perundang-Undangan,
Studi Kasus : Undang'Undang Republik Indonesia Nomor2t tahun-1002 tentang pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang'. Tulisan initelah dipresentasikan dalam Seminar Intern pu$at
Penelitian Politik, Lembaga llmu pengetahuan Indonesia pada 1l Juli 2011.
'?Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga llmu Pengetaiuan lndonesia (p2p Ltpl). Alamat emait:poe2t-00@yahoo.com
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menyebabkan aspirasi perempuan tidak terwakili. Apakah asumsi

tersebut sesuai dengan kenyataan kinerja parlemen di Indonesia?

Penelitian dengan metode kualitatif ini mencoba mengujikannya.

Penelitian yang secara spesifik melihat dua proses legislasi DPR

periode 2004-2009 ini menemukan bahwa anggota legislatif

perempuan memiliki kinerja dan peran yang lebih baik

dibandingkan dengan anggota legislatif laki-laki'

Kata Kunci: keterwakilan politik, keterwakilan perempuan, DPR, isu jender

l. Pendahuluan

A. Latar Belakang

SejarahDewanPerwaki|anRakyatRepub|ikIndonesia(DPRR|)
memperlihatkan perjalanan panjang ketimpangan jumlah anggota legislatif (aleg)

perempuan dibandingkan dengan laki-laki. sejak tahun 1955 hingga kini,

keterwaki|anperempuandipar|emenyangtertinggihanyamenyentuhangka
18%(hasilPemi|u2oo9)'3Sementaraketerwaki|anperempuanterendahdiDPR
pernah mencapaihingga 5,1% pada periode 1956-1959.4Terhitung secara rata-

rata, angka keterwakilan perempuan dilndonesia hanya 9.85%.Angka inibegitu

rendah jika dibandingkan dengan angka 30%, yakni angka kritis dimana suatu

ke|ompokmampumempengaruhiprosespembuatansuatukebijakan.
Upayauntukmeningkatkanketerwaki|anperempuandipar|emente|ah

dilakukan oleh berbagai pihakterutama aktivis dan lembaga swadaya masyarakat

pemerhati isu perempuan dan gender. Upaya ini akhirnya terwujud di masa

reformasi, tepatnya ketika Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 akan dilangsungkan'

Aksi afirmasi untuk keterwakilan perempuan pertama kali diwujudkan oleh

Undang.Undang(UU)PemiluNo.l2tahun2003yangmengatursistemkuota
minimal 30% keterwakilan perempuan saat pencalonan anggota legislatif' Aksi

enetitian Perempuan dan Politik^(Sistem Kuota dan

2iiii, svit*l studi: Kiterwakiran perempuan pada Pemilu Legistatif 2009 di DPR Rl' DPRD

Kota Banda nceh, opaD ioi iofo, opnb Koia Pontianak, DPRD Kota Mataram, dan DPRD

Kota Minahasa Utara, Xiryatilis tiOaf diterbitkan, Jakarta: Women Research Institute dan Inter-

n"iionuf O"u"fopment Reiearch Centre (IDRC)' 2010' hal' 3'

4Ani widyani soetjipto, i'otitix iirrrpu)n Bui<an Gerhana, Jakarta: Kompas, 2005, hal' 239.

466 Kaiian, Vo!' 16, No. 3, Sepfember 2011



afirmasi pun berkembang menjelang Pemilu tahun 2009 dengan diterapkannya

aturan kuota dan zipper sysfem dalam pencalonan anggota legislatif, sepertf

termaktub dalam UU No.10 tahun 2008.

Aksi afirmasi tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan

keterwakilan perempuan didalam parlemen. Hal itu perlu dilakukan karena ada

penilaian bahwa keterwakilan perempuan penting untuk menyalurkan kebutuhan

dan kepentingan perempuan. Anggota legislatif perempuan dinilai sebagai agen

aspirasi bagi masyarakat, khususnya perempuan. Dengan begitu, keterwakilan

perempuan di dalam parlemen dipercaya nantinya mampu menciptakarx

kebijakan yang re$ponsif gender. Namun demikian, apakah asumsi tersebutr,

benar? Oleh karena itulah, karya tulis ini akan mengujinya dengan
membandingkan kinerja dan peran antara anggota legislatif laki-laki dengan
perempuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan

UU Kewarganegaraan yang dinilai responsif gender. Halinimenjadisangat penting

sebagai dasar diperlukan atau tidaknya sebuah kebijakan afirmasi untuh;

mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di DPR Rl, khususnya
menjelang Pemilu 2014.

B. Perumusan Masalah

Tuntulan akan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen

tidak dapat dihindarkan lagi. Menjelang Pemilu 2004, banyak tokoh aktivis darl

organisasi perempuan mendorong agar sistem pemilu menerapkan upaydr

afirmasi untuk mendorong jumlah perempuan di DPR Rl. Hal ini didasarkan
pada keyakinan mereka bahwa anggota legislatif perempuan mampu mendorong

kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan mengakomodir kepentingarr
perempuan. Namun demikian, apakah asumsi tersebut benar? Apakah
perempuan sudah pasti mendorong kebijakan re$ponsif gender? Lalu
bagaimanakah peran dan kinerja laki-lakidalam kebijakan-kebijakan responsilf
gender tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diujikan melalui penelitian

alas proses legislasi UU PTPPO dan UU Kewarganegaraan. Dengan demikian
pertanyaan permasalahan karya ilmiah ini adalah: Bagaimanakah perbandingan

kinerja dan peran anggota legislatif laki-lakidengan perempuan dalam pro$e$

legislasi Undang-Undang (UU) yang berperspektif gender, yakni UU PTppC
dan UU Kewarganegaraan?
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C.Tujuan

Tujuan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui perbandingan

peran dan kinerja antara anggota legislatif laki-lakidengan perempuan di DPR

Rl Periode 2oo4-2oog dalam proses legislasi undang-Undang (uU) yang

berperspektif gender, yakni UU PTPPO dan UU Kewarganegaraan'

D. Kerangka Teori

Teori-teori konvensional telah lama mendominasi ilmu pengetahuan.

Dominasi ini kemudian mendapat tantangan dari teori-teori dengan paradigma

alternatif, termasuk teoridengan ide-ide gender.s Kemunculan teori-teorialternatif

tersebut ditandai dengan munculnya program studi perempuan di berbagai

perguruan tinggi di Amerika Serikat pada tahun 1960. Tahun-tahun tersebut

merupakan masa puncak perjuangan kajian studi perempuan didunia'6lsu-isu

politik tidak luput menjadi salah satu kajian teori-teori alternatif ini, termasuk

juga perihal konsep keterwakilan politik'

Kelompok feminis mengidentifikasi negara sebagai pemilik kekuasaan

yang mampu membuatdan mengubah sebuah kebijakan, dan tentunya kemudian

akan mempengaruhi hak dan kedudukan perempuan. Tidak hanya itu, mereka

juga menilai bahwa negara merupakan pendukung struktur budaya patriarkiyang

telah mapan di masyarakat, di mana seringkali mengopresi perempuan.T Oleh

karena itu, peran perempuan sebagaipengambil kebijakan dinilaimenjadi hal

yang sangat penting untuk mengubah sikap negara menjadi lebih berkeadilan

gender. Terdapat beberapa teori yang mendorong keterwakilan perempuan di

parlemen diantara disampaikan oleh Anne Phillips, Azza Karam dan Joni

Lovenduski.

Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni:

(1) potitics of idea (politik ide) dan (2\ potitics of presence (politik kehadiran)'

Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal

dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk

5 Ann Brooks, posfeminisme & Cultural Sfudles; Sebuah Pengantar Paling Komperehensif,

vogiat<arta: laiasutra, 2004, hal.47, diterjemahkan oleh S' Kunto Adi Wibowo dengan judul buku

asii'postfemrnls me: Feminism, Cutturat Theory and Cutturat Forms diterbitkan oleh Routlegde,

London Pada tahun 1997.
inf,'ny"rVrsrf Lubis, Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme Teori Kritis

Posiotoniatisme hingga Culturalsfudles, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006' hal' 77'

7 Nickie Charles, Feminism,Ihe Sfate and S ociat Poticy, London: Macmillan Press Ltd, 2000' hal.
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keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beradam ide*

dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya. Bentuk keterwakilan ini memiliki

kelemahan dengan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih

memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal dekat

calon wakilnya tersebut. Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagaiwakil
partai politik, dan bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakildi
parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan aspirasi dari parul

konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan komunitas tertentu yang dekat

dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. $ituasi ini secarnl
jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen.s Lata"

belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oteh Anne Phillip*i

yang ia $ebut sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif

keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acal*;

sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga selurulr

kepentingan mampu tersalurkan dengan baik.e

Tidak berbeda dengan Phillips yang menyatakan bahwa keterwakilan
perempuan penting, Karam dan Lovenduski menilai bahwa wakil perempuan dil

parlemen mampu membawa perubahan positif untuk masyarakat. Keduanyi.l

tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan diparlemen penting, namun jugil

melihat bagaimana perempuan mampu mempengaruhi terbentuknya suatn

kebijakan responsif gender. Menurut Karam dan Lovenduski, perempuan mampu

mempelajari aturan main, m0makai pengetahuan dan pemahamannya tersebu I

untuk mendorong masuknya isu dan persoalan ke dalam proses pembuatarL

undang-undang. Dengan begitu, berapapun jumlah perempuan, maka merekur

akan membuat suatu kebijakan menjadi berkeadilan gender.10

E Anne Phif lips , Th6 Politic$ of Presence, New York: Oxford University Press Inc., 1998, hal. 1

2.
o Phillips, lbid., hal.2.
10 Azza Karam dan Joni Lovenduski, "Perempuan di Parlemen: Membuat Perubahan"dalam Azzlr
Karam dan Julie Ballington (ed-), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukar
Sekedar Niasan, Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracl'
and Electoral Assistance, 1999, hal" 118, diierjemahkan olehYayasan Jurnal Porempuan, dari
buku asli berjudul Women ln Parliamunt: Boyond Numbers diterbitkan oleh $tockhlom, Interna.
tional Institute for Democracy and Hlectoral Assistance pada tahun ?00S.
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E. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan TemPat Penelitian

Penelitian ini dilakukan diJakarta yang diawali pada tahun 2007 dan

berakhir pada Bulan Juli, 2011. Selama 30 hari, penelitian lapangan dilakukan

di DPR Rl dengan mewawancarai beberapa anggota pansus yang terlibat di

dalam proses legislasi UU PTPPO dan untuk memperoleh data sekunder'

Peneliti juga melakukan beberapa pengumpulan data di Kantor Komnas

Perempuan, Kantor Kementerian Perempuan, Kantor Media Swara, dan beberapa

tempat lain di Jakarta. Jakarta menjadi lokasi penelitian mengingat kegiatan

perumusan undang-undang oleh DPR Rl di lakukan secara terpusat di Senayan,

Jakarta.

2. Teknik PengumPulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara kuantitatif

dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pada data primer

dan sekunder. Data primer yang diolah dalam proses penelitian diantaranya

data visi-misi-latar belakang anggota parlemen, data risalah kerja anggota

Pansus RUU PTPPo-Kewarganegaraan, data visi-misi-AD/ART partai politik

dan pernyataan-pernyataan hasil wawancara mendalam. Adapun data sekunder

bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah dan internet. Penelitian kuantitatif-

kualitatif yang digunakan didalam karya tulis ini menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data sekaligus, di antaranya teknik wawancara mendalam (indepth

interview),teknik observasi dan teknik dokumenter'

3. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian bersifat naratif setelah dilakukan beberapa tahap

analisa data, yakni pengelompokan data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Data yang diperoleh melalui berbagai hasil pengumpulan data dipilah

oleh penelitidan dikelompokkan berdasarkan nilai urgensidata tersebut. Data-

data penting kemudian dipilih dan disajikan menjadidata yang akan memberikan

informasidan dianalisa. Dalam penelitian initerdapat beberapa data yang bersifat

kuantitatif sehingga diberikan pengukuran nilai melalui metode yang merujuk

pada kaidah kuantitatif tertentu, sebagaicontoh yakni perhitungan kinerja anggota
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legislatif di dalam sidang. Dari berbagai data dan analisa atas masing-masing

data tersebut, kemudian ditariksebuah kesimpulan umum atas persoalan yang

diteliti.

ll. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Keterwakilan Perempuan di DpR Rl Periode 2004-2009

Di Indonesia, tingkat partisipasi perempuan dalam politik telah dijamin

$ecara yuridis formal di dalam UUD 1945, Tap MPR, dan Garis-Garis Eesar

Haluan Negara.ll Undang-Undang partai politik dan pemilu bahkan sudah

memberla ku kan affi r m ative a ctio n.Telah dijelaskan sebelu mnya ba hwa aturan

kuota pencalonan perempuan minimal30% telah lermuat di dalam UU Pemilur

No.12 tahun 2003. Namun demikian, aksiafirmasidalam UU Pemilu tersebutr"

dinilai "mandul" karena terbatas hanya kepada proses pencalonan, serta tidak:

memiliki kandungan sanksi terhadap partai yang tidak memenuhi kuota

keterwakilan perempuan.

Kelemahan UU Pemilu 2003 berdampak pada rendahnya pencalonan

perempuan didalam Pemilu tahun 2004. Kandidat anggota legislatif perempuarl

yang dicalonkan oleh partai politik pada nomor urut jadi hanya 8,5%.12 Calor
anggota legislatif (caleg) bernomor urut jadi adalah caleg dengan nomor urull

satu dan dua yang ditempatkan oleh partai di dalam daftar calon legislatif yangl

memiliki potensi keterpilihan dalam pemilu lebih besar. Hal inidibuktikan oleh

terpilihnya 73.6Ya anggota DPR dengan nomor urut satu dan 19% bernomor"

urut dua saat pencalonan.ls Dengan angka 8,5%, tentu saja sulit bagi perempuar

untuk dapat terpilih masuk ke dalam DPR.

Pencalonan perempuan yang rendah dalam Pemilu secara nyata

berdampak pada rendahnya anggota legislatif perempuan yang memperolefr

kursi di DPR. Eerdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KpU), perempuan di

DPR Rl Periode 2004-2009 hanya diwakilkan oleh angka 11,27% saja.14

1' Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002, Memperkuat Partisipasi politiA

Parampuan di Indonesia, (Online), (unmnlideAfit, diakses 25 November 2005).
l2Natalia Catherine, Peranan Parpol dan Sisfern Pemllu Dalam Meningkatkan Kateruakilan
Perempuan di DpR Rl Masa bakti 20A4-2009, karya tulis tidak diterbitkan, Depok: Universita*
Indonesia, 2005, ha1.231.
13 Komisi Pemilihan Umum, Penefapan Parolehan Jumlah Kursi Partai Politik dan Calon Terpililt
Anggota Oewan Parwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, (Qnline),
(www"kpu.go.id, diakses 26 Juli 2007),
t4 Natalia Catherine, "Peranan Parpol dan $istem Pemilu Datam Meningkatkan Keterwakilan
Perempuandi DpR Rl Masa bakli2004-2009", Op Cit., ha1.255.
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Tujuh partai besar (PartaiGolkar, PDIB PKB, PPB P.Demokrat, PAN,

dan PKS) dengan kursiyang cukup signifikan di DPR Rl sendiritidak ada yang

mampu memenuhiangka 30% keterwakilan perempuan.rs Padahal, olah data

atas tujuh partai besar tersebut memperlihatkan hanya ada dua partai saja

yang belum mencantumkan jaminan keterwakilan perempuan dan isu gender di

dalam AD/ART, visi-misi, program partaidan atau keputusan kongres partai.

Kedua partai politik itu adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.16

Dengan demikian secara umum, partai politik di Indonesia sudah menyadari

betapa pentingnya peranan perempuan dan isu gender di dalam politik.

Angka keterwakilan perempuan yang rendah di DPR Rl sangat berbeda

jika dibandingkan dengan komposisi jumlah perempuan di dalam populasi rakyat

di lndonesia. Berdasarkaan catatan dariBadan Pusat Statistik (BPS) pada tahun

2000, jumlah penduduk lndonesia adalah 209.000.000 orang, dengan jumlah

perempuan lebih besaryakni 105 )uta(50,2o/o\ dibandingkan dengan populasi

laki-laki berjumlah 104 juta (49,8%).1? Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah

perempuan dalam populasi penduduk dengan jumlah keanggotaan dalam

parlemen tentu tidak seimbang.

Jika mengacu kepada teoriAnne Phillips, maka berdasarkan data yang

telah disebutkan, dapat dijelaskan bahwa bentuk politik kehadiran jelas tidak

tergambar dalam situasi keterwakilan perempuan di DPR Rl. Menurut Phillips,

komposisi jumlah keterwakilan kelompok identitas di parlemen seharusnya

menyerupai komposisi nyata di dalam masyarakat. Namun Indonesia

memperlihatkan situasi yang jauh berbeda dimana 50,2% penduduk perempuan

hanya diwakilkan oleh 1 1 ,27% anggota perempuan di parlemen.

Rendahnya jumlah anggota dewan perempuan di DPR Rl telah

menunjukkan tingkat kehadiran politik yang rendah. Namun demikian, apakah

ide dan gagasan yang mengakomodir kepentingan perempuan dan gender serta

merta menjadi rendah dengan adanya keterwakilan perempuan yang rendah.

Jika merujuk pada politik ide yang disampaikan oleh Phillips, maka hal ini

tentunya perlu diperhatikan dan dianalisa kembali. Oleh karena itu dilakukan

olah data yang memperlihatkan sejauh mana anggota DPR Rl 2004-2009 memiliki

potensi untuk membawa isu-isu gender dan atau mengakomodir kepentingan

15 lbid., ha1.255.
16 Data diolah dari website resmi dari masing-masing partai meliputi www.golkar.or.id,

www.pdioerjuangan-online.org, www.demokrat.or.id, www.kebangkitanbangsa.org,
www.keadilan.or.id, dan www.awasipemilu.org, diakses 29 Juli 2Q07.
17 www.bos.go.id, diakses 26 November 2005.
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perempuan. Potensi tersebut dapat dilihat dari latar belakang dan visi-misi tiap-

tiap anggota dewan yang tercantum dalam tabelsatu.rg

Tabel 1

Anggota DpR Rl 2004-2009 yang memiliki latar belakang dan atau visi-misi

Sumber: data diolah dari Almanak Anggota Parlemen Republik lndonesia 20M-
2009 yang diterbitkan oleh Centre for Electoral Reform (CETRO) dan Hans Seidel

Foundation.le

Berdasarkan hasilolah data terhadap profilseluruh anggota parlemen,

maka terdapat 46 anggota dari total keseluruhan 550 anggota DPR Rl 2004-

2009 yang memiliki latar belakang dan atau visi dan misi yang terkait dengan

isu gender. Angka 46 ini menunjukkan bahwa hanya 8,36% anggota yang

memiliki potensi untuk mampu membawa gagasan kesetaraan gender. Dari46

orang tersebut diperoleh diantaranya 7 anggota dewan laki-laki dan 39 anggota

dewan perempuan yang berlatar belakang dan atau bervisidan misi mengenafl

isu gender.

Tujuh anggota legislatif laki-laki tersebut merupakan bilangan yang

sangat kecil bagi keseluruhan total anggota legislatif laki-lakiyang mendominasl

18 Olah data dilakukan torhadap anggota DpR Rl 200'f-2009 karena disesuaikan dengan periodo
UU PTPPOdibahas. Latarbelakang inlmengacu pada pengalaman kerja, penghargaan tanda jasa
dan pengalaman organisasi yang terkait secara langsung dengan hal-hal yang membawa isu-isr"{

kosolaraan gender. Pengalaman kerja ini dapat dicontohkan misalnya koterlibatan di dalam LBf'{
yang m€ngadvokasi perampuan dan anak, atau pernah menjadi menteri pemberdayaan persmpuan,
dan lain-lain. Penghargaan tanda jasa yang dimaksud dapat berasal dari berbagai institusi, baik
dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh penghargaan itu misalnya dinobatkan sebagal
'Kartini Abad Ini". Hal terakhir yakni keterlibatan di dalam organisasi. Organisasi yang dimaksucl
dalam hal ini dapat berupa organisasi internasional maupun organisasi dalam negeri yang
semuanya terkait dengan isu g6nder atau per€mpuan, seperti LBH Apik dan International MoslenL
Women Union. $edangkan visi dan misi yang dimaksud adalah visidan misi yang secara spesifik
ditujukan untuk mengendepankan isu kesetaraan gender, misalnya meningkatkan ketenrakilarr
perempuan, mencegah perdagangan orang, dan sebagainya.
l0Pusat Reformasi Pemilu Cenlre for Electoral Reform (Cetro) dan Hanns Seidel Foundation,
Almanak Anggota Parlamen Rl 2004-2009, Jakarta: CETRO dan H$F, 2005, hal. 15437.

terkait dengan isu gender

o/a Eerbmdirg
Jumldr Tdal
Mggnta Dewan

% Berbanding Jurnlah per
jeris kdaninnya (l€kF
laki=488, Ferenp uan'62)
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kursi di DPR. Hanya 1,44o/o dari total anggota dewan laki-laki yang berlatar

belakang dan atau bervisi-misi terkait dengan isu gender, padahal laki-laki

menguasi 88,73% kursi anggota legislatif. Dengan demikian, sangat kecil sekali

anggota legislatif laki-laki yang dianggap memiliki potensi mampu membawa

isu-isu gender, yakni hanya 1,27o/o dari keseluruhan anggota DPR Rl 2004-

2009.

Berbeda dengan anggota legislatif laki-laki, maka anggota legislatif

perempuan menunjukkan nilai yang lebih baik. Walaupun jumlah anggota

perempuan di DPR Rl terbilang sangat rendah yakni hanya 11,27% dari total

anggota, namun 60% lebih (62,90/o) anggota perempuan memilikivisi-misidan

atau latar belakang yang sensitif gender. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan

pada dasarnya memiliki kepedulian yang lebih baik dengan isuJsu terkait masalah

gender. Tetapi karena jumlah perempuan yang memang sangat sedikit di

parlemen, meskipun potensi lebih sensitif terhadap gender terbilang besar, maka

tetap saja persentasenya dibandingkan keseluruhan anggota menunjukkan

angka yang rendah yakni 7,09o/o. Hal ini sesuai dengan teori Phillips, Karam

dan Lovenduski bahwa perempuan akan lebih peka terhadap kepentingan dan

kebutuhan perempuan. Namun juga sepertiyang dikatakan oleh Phillips, bahwa

bentuk politik ide hanya akan merugikan kelompok identitas yang berjumlah

rendah, maka begitupun dengan situasidi DPR Rl.

Namun demikian, walaupun angka keterwakilan perempuan dan angka

potensi aleg yang membawa isu kesetaraan gender rendah, DPR Rl 2004-2009

telah berhasil menghasilkan sebelas produk legislasi yang dinilai responsif

gender, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU

pTPPO)dan UU Kewarganegaraan.20 Keberhasilan inijika menurutteoriPhillips,

Karam dan Lovenduski tentu tidak luput dari peran perempuan di dalamnya.

Mendukung haltersebut, maka terbuktidari beberapa UU responsif genderyang

berhasilditetapkan telah melibatkan perempuan dalam posisi penting sebagai

pembuat keb'ljakan. Beberapa UU tersebut diantaranya adalah UU Pemilu No.10/

2008 yang melibatkan Andi Juliani Paris sebagai wakil ketua panitia khusus

(pansus), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

memposisikan Latifah lskandar sebagai ketua pansus, UU Kewarganegaraan

menempatkan lda Fauziah sebagaiwakil ketua pansus dan UU Kesehatan yang

diketuai oleh Ribka Tjiptaning.2l

ffia perubahan: Refleksi pengataman perempuan Anggota

Parlemen Periode 2004-2009, Jakarta: UNDP Indonesia, 2010' hal. 29'
21 Nurul S.Hamami, Rebuf Posisl Penting, (online), (wwwbataviase.co.id, diakses 7 Juli 201'l)'
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B. Titik Awal Lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2007 (UU PTPPO) yang

Responsif Gender

Tindakan perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang

menjadikan perempuan dan anak sebagai korban utamanya. Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sedikitnya empat juta orang setiap

tahunnya menjadi korban humantraffrckingdidunia.u lnternationalOrganization

for Migration (lOM) melaporkan bahwa $00.000 orang perempuan setiap tahunnya

menjadi korban perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara.z3 IOM juga

menyatakan perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2006, hingga Bulan

Aprilsaja telah mencapai 1.022 kasu$, dengan perincian 88,6 persen korbannya

adalah perempuan, dimana 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah

tangga, dan 17 ,l persen dipaksa melacur.24

Sebelum terbitnya UU pTpPO, kasus perdagangan orang yang telah

lama mendera lndonesia hanya dituntaskan dengan UU yang dirasa terkail:

dengan kasus frafficking, diantaranya UU Perlindungan Anak, UU No.39 tentang

Penempatan dan Perlindungan TKl, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHp) 239 dan KUf{P 324. Tetapi dikarenakan UU tersebut sebenarnya tidak,

secara khusus mengenai perdagangan orang, maka semua aturan hukum itu

dianggap tidak layak untuk digunakan.

Indonesia telah meratifi kasi beberapa konvensi ke dalam undang-undang

maupun peraturan nasional, diantaranya The Convention onThe Eliminallon of
All Form of Discrimination AgainstWomen (Women Convention), Konvensi lLilr

No. 182, Konvensi Hak Anak (KHA) dan Protokol Palermo. Namun demikiar

instrumen hukum tersebut belum menjadi hukum nasional yang dapat digunakar

untuk menghukum pelaku trafficking. Padahalkonvensi-konvensiinimewajibkarl

Indonesia untuk mengembangkan hukum mengenai tindakan kriminal
perdagangan orang.2s

22 Msnurut laporan mengenai Perdagangan Manusia, Departemen Luar Negeri AS, 14 Juni 2004

angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan
jumlahnya berkenaan dengan korban-korban human trafficking di berbagai negara, dalam Melll'
Setyawati dan Kiki Sakinatul Fuad, "Pentingnya Peraluran tentang Perdagangan (Trafiking)
Perempuan dan Anak," Jurn al Suara APIK unluk Kebebasan dan Keadilan, Edisi 31 Tahun 2006,
hal. 28.
23 R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, Mamberantas Trafiking Parampuan dan Anak: Penelitiat
Advokasl Feminis tentang Tnfi4ng di Jawa Baraf, Bandung: Institut Perempuan, 2007, hal. 5.
2a Tanpa pengarang, Perdagangan Pslacur Tanpa Ujung, (Anilne), (unmu-kamnes.sam, diaksen
pada tanggal 2 Maret 2007),
?5 Keterangan yang ada di dalam Laporan Panitia Khusus (Fansus) RUU tentang Pemberantasarr
Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU TPPO) DPR Rl dalam Rapat Koordinasi Bersama Pimpinart
DPR Rl tanggal 23 februafi 2006, $ekretariat Pansus RUU TppO DpR Rl,2007, hal,4.
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Kondisi perdagangan orang yang buruk tanpa aturan hukum yang jelas

tentunya sangat memprihatinkan bagi Bangsa Indonesia. Di tahun 2000,

lndonesia merupakan salah satu negara yang dimasukkan ke dalam lapisan

kedua "Daftar Pengawasan Khusus" dan terancam dapat turun menjadi lapisan

ketiga dalam hal perdagangan manusia, yaknijulukan bagi negara yang tidak

memiliki standar minimum untuk memerangi perdagangan manusia dan juga

tidak melakukan upaya berarti untuk mencegah perdagangan manusia.26

Dengan latar belakang tersebut, maka perdagangan orang di lndonesia

harus segera diatur secara hukum untuk menanggulanginya. Oleh karena itu,

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Republik Indonesia

ditunjuk sebagai vocal point untuk menangani penghapusan perdagangan anak

dan perempuan. Meneg PP pada tahun 2002 berhasil menyiapkan rencana aksi

nasionalyang dikukuhkan dengan Keppres 88 oleh Presiden Megawati. Pada

tahun 2004 pemerintah melalui Meneg PP telah memasukkan inisiatif untuk

pembuatan UU anti trafficking. Namun demikian, dikarenakan pergantian

pemerintahan saat itu, maka inisiatif RUU tersebut tidak bisa dibahas dan

dikembalikan lagikepada pemerintah. Walau begitu, dilaporkan hingga tahun

2006 sudah ada28 perda mengenai perdagangan manusia yang dikeluarkan

baik pemda provinsi maupun kabupaten/kota.27

C. Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki'Laki dan

Perempuan dalam Proses Legislasi UU Nomor 21 Tahun 2007 (UU

PTPPO)

Pemerintahan dan lembaga legislatif pada tahun 2004 memiliki tugas

untuk melanjutkan upaya anti-trafficking yang telah dilaksanakan pemerintah

sebelumnya. Hal ini kemudian direalisasikan oleh inisiatif DPR Rl 2004'2009

untuk membuat UU anti perdagangan orang. Inisiatif DPR Rl ini diajukan

mend'gunakan hak DPR dan bukan pemerintah dengan tujuan agar proses

perumusan RUU anti-perdagangan orang dapat dengan cepat terealisasikan.2s

25 Kategori lapisan dalam perdagangan orang ini terdapat empattingkatan yakni lapisan 1 yakni

bagi negara yang memenuhi standar minimum Akta Perlindungan Koban Perdagangan Manusia

FVpn),'-fapiianleOua yakni untuk negara yang melakuka usaha signifikan untuk memenuhi

itanOaiWpn, hpisan kedua'Daftar Pengawasan Khusus" adalah negara yang layak mendapat

pengawasan khusus, dan lapisan ketiga untuk negara yang gagal memenuhi standar TVPA'

Oatain tanpa pengarang, "Malaysia "Biarkan" Perbudakan", Kompas, Jumat, 1 5 Juni 2007' hal. 1 1 '
27 pernyataan Sumarni-perwakilan Meneg PP Rl dalam Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum

pansuj RUU pTppo pada tanggal 8 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Sekretariat Pansus RUU

TPPO DPR Rl,20Q7,hal. 20.
2s pernyataan Latifah lskandar, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 September

2007 pukul 13.00 sampai 13.30 WIB di DPR Rl.
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Inisatif UU DpR Rl ini kemudian disepakati, bahkan menjadi salah satu UU

yang diprioritaskan oleh DPR Rl periode tersebut. UU iniditargetkan untuk selesai

pada akhir Mei2006.2e

$ebagai langkah selanjutnya DPR Rl membentuk sebuah Panitia

Khusus yang memiliki 50 orang anggota dari berbagaifraksidan lintas komiei

DPR Rl, dengan 18 anggotanya adalah perempuan (36%) dan 32 anggota laki-

laki(64%). Pada tanggal 5 Desember 2005 telah dipilih Pimpinan Pansus yaitu

Latifah lskandar sebagai ketua, ldrus Marham, $arwo BudiWiryati S., Makmur

Noor dan Adji Farida Padmo sebagaiwakilketua.s0 Darilima pimpinan pan$u$

tersebut, tiga diantaranya adalah perempuan termasuk ketua pansus.

Berdasarkan jumlah, maka keterwakilan perempuan didalam keanggotaan dan

pimpinan Pansus RUU PTPPO cukup baik, yaknidiatas angka 30%.

UU PTPPO merupakan salah satu produk hukum yang progresif karena

dalam kurun waktu satu tahun enam bulan UU ini diterbitkan. Proses tersebut

termasuk cepat terutama mengingat UU ini membangun aturan hukum secara

utuh dari nol. Keberhasilan UU PTPPO ini tentu tidak terlepas dari kerja anggota-

anggota pansus di DPR.

s Keterangan yang ada di dalam Laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU tantang Pemberantasan
Tindak Pidana Pedagangan Orang (RUUTPPO) DPR Rl dalam Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan
DPR Rl tanggal2S Februari 2006 yang diterbitkan oleh Sekretariat Pansus RUU TPPO DPR Rl,
2006, hal. 3.
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Tabel 2

Penilaian Kinerja Anggota Pansus dalam Proses Pembuatan UU PTPPO

Berdasarkan Jenis Kelamin3l

Kehadiran
sidanq

Baik Cukup Buruk

Laki-ldd Oo/o 59.4Vo 4O.60/o

Perempuan
Keaktifan
berbicara

11.1 %
Akrif

5tr/o
Cukup aktif

38.9%
Tidak aktif

Laki-l*i 3j% 9.4o/o 87.5o/o

Perempuan 11j% 16.7% 72.2%
Kualitas
berbicaral

Relevan
Substansial

substan$al
Tidak
Relevan

t<elevan
Tidak
Substansial

Tadak
teridentifikasi

Laki-laki
Ferempuan

62.5o/o
66.7%

9A%
5.6%

3.1%
o%

25%
27,70/o

Sumber: Data diolah dari risalah rapat kerja sidang Panitia Khusus Rancangan

Undang-Undang PTPPO33

@ansusUUPTPPoyangdi|akukano|ehpene|itiyakni
dikembangkan dari model penilaian kinerja wakil rakyat, dalam Andi Rahman Alamsyah dan

Muhamad Azis Muslim, Modet Penilaian KnerjaWakil Rakyat: Panduan Memiliki Kneria Anggota

DPR|DPRD, Depok: Departemen llmu Administrasi FISIP Ul' 2006, hal.47-54.
32Berbicara relevan berarti apa yang disampaikan anggota pansus dalam rapat sesuai dengan

isu yang dibahas dalam rapat tersebut dan tidak relevan bila tidak sesuai. Berbicara substantive

Uerirti ipa yang disampaikan anggota Pansus RUU PTPPO dalam rapat berkaitan dengan isi dari

isu yang OiOanis dalam rapat, dan tidak substantif kalau yang disampaikan hanya berkaitan

Oenlan*nat-nal yang sifatnya teknis dari isu tersebut, seperti persoalan tanda baca, besar

kecil-nya huruf, teknis pelaksanaan rapat, dan sebagainya. Tidak teridentifikasi berarti anggota

tegistatit tidak pernah berbicara di dalam forum sehingga tidak dapat dikategorikan kualitas

berbicaranya.
33 Risalah rapat adalah laporan tulisan cepat, rekaman yang selain memuat pengumuman dan

pembicaraan yang telah dilakukan dalam rapat juga mencantumkan tempat dan acara rapat, hari/

ianggal rapat dan jam dibuka serta ditutupnya rapat, ketua dan sekertaris rapat, nama-nama

an{g-ota yang hadir dan yang tidak hadir, nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing,

Oai-tetelangln-keterangan tentang putusan/kesimpulan, dalam Pusat Reformasi Pemilu Cen'

tre for Elect6ral Reform (Qetro) dan Hanns Seidel Foundation, Almanak Anggota Parlemen Rl

2004-2009 (Jakarta: CETRO dan HSF, 2005), hal.4-5. Risalah yang djgunakan di dalam analisa

penelitian ini di antaranya, Risalah Rapat Pemilihan Ketua Pansus Traffickingtanggal 5 Desember

2OOS, nisatan Rapat Fleno Pansus Trafficking tanggal 19 Januari 2006, Risalah Rapat RDPU

RUU PTPPO tanggal 25 Januari 2006, Rlsalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 26

Januari 2006, Risatah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 1 Februari 2006' Risalah

Rapat RDPU'pansus RUU PTPPO tanggal 2 Februari 2006, Risalah RapatTimus Pansus RUU

pTijpo tanggat 6 Februari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 7 Februari

2006, RisaliF Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggalSfebruari2!06, Risalah Rapat RDPU

F;;G RUU pippg tanggat 9 Februari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO

tanggal 1S Februari 2006, Risalah Rapat Intern Pansus RUU PTPPO tanggal 16 Februari 2006'

iisiiat Rapat Intern Timus Pansus RUU PTPPO tanqgal 1 Maret 2006' Risalah Rapat RDPU

Pansus RUU PTPPO tanggal 8 Maret 2006, Risalah Rapat Konsinyering Timus Pansus RUU

pTppo tanggal tz tr,tei zooo, Risalah Rapat Konsinyering Timus lqls-wl9U PTPPO tanggal

18 Mei 2005,-Risalah Rapat Timsin Penyelesaian Draft Akhir RUU PTPPO tanggal 5 Juli 2006'

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU PTPPO tanggal 11 Oktober 2006' Risalah Rapat Timus

Pansus RUU PTPPO tanggal 1 Februari 2007.
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Berdasarkan pada penilaian terhadap kinerja aleg Pansus RUU PTPPO

tersebut, maka diperoleh hasil$ecara umum bahwa kinerja aleg perempuan

lebih baik dibandingkan dengan aleg laki-laki. Penilaian kinerja tersebut terdiri

atas tiga aspek, yakni frekuensi kehadiran sidang, keaktifan berbicara dan

kualitas berbicara didalam sidang. Dari penilaian kinerja kehadiran sidang anggota

pansus, maka kategori baik hanya dimilliki oleh aleg perempuan, dan tidak

dimiliki aleg laki-laki. Meskipun berselisih sedikit angka untuk kategori buruk

dalam kehadiran sidang, aleg perempuan memiliki angka yang lebih rendafr

dibandingkan dengan aleg laki-laki.

Kinerja aleg perempuan pun bernilai lebih baik dibandingkan aleg laki-

laki untuk aspek keaktifan berbicara, di mana angka untuk kategori aktif dan

cukup aktif aleg perempuan selalu lebih tinggi. $ebaliknya, nilai kinerja yang

tidak aktif berbicara didalam sidang lebih tinggi laki-lakidaripada perempuan.

Kategori ketiga juga menunjukkan nilai kinerja aleg perempuan yang lebih tinggl

dibanding aleg laki-laki. Perbandingan aleg perempuan dan laki-laki untuk kategorl

kualitas berbicara relevan substansial berbeda tipis, namun lebih unggul

perempuan.

Hasil penilaian kerja aleg perempuan yang lebih baik dibandingkan

dengan laki-laki membenarkan teori Phillips, Karam dan Lovenduski. Sepertl

telah dijelaskan dalam kerangka teoriKaram dan Lovenduski, bahwa perempuan

akan mempelajariaturan main dalam parlemen kemudian memberikan pengarul'r

yang positif terhadap prose$ legislasi kebijakan. Hal ini tercermin juga dalam

kinerja anggota pan$u$ RUU PTppO, di mana kinerja perempuan yang lebih

baik dapat dikategorikan sebagai pengaruh positif perempuan didalam prose$

legislasi tersebut.

Tidak hanya penilaian kinerja anggota pansu$ perempuan yang lebih

baik dibandingkan dengan laki-laki dalam proses perundangan RUU PTPPO,

beberapa anggota legislatif perempuan di luar pansu$ juga dinilai memiliki

pengaruh penting. Di awal proses perundangannya, Nursyahbani Katjasungkana

sebagaianggota badan legislasi(baleg) lah yang mendorong agar RUU PTPPO

menjadi prioritas prolegnas DPR. 3'

Keterlibatan N ursyahbani ini membu ktikan bahwa perempuan lah yang

pertama kali mendorong agar isu ini menjadi prioritas fungsi legislasi DPR saat

itu. Dengan demikian, membuktikan kembalibahwa Karam dan Lovenduskibenar

s4Pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Nursyahbani Katjasungkana yang diterima oletl
penulis pada tanggal20 September2007 di DPR Rl.
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ketika menyatakan bahwa perempuan meskipun hanya satu orang mampu

membawa sebuah perubahan kebijakan. Pembenaran atas teori ini pun terlihat

dengan peran Latifah lskandar sebagai ketua pansus. Berdasarkan pada kajian

atas risalah-risalah rapat maka terlihat sekali bahwa Latifah lskandar sangat

menguasai isu dan mampu merangkul semua argumentasi sidang dengan baik,

sehingga turut memperlancar proses perundangan ini. Tidak hanya itu, Djuhad

Mahja pun menyatakan bahwa kualitas anggota pansus perempuan sangat baik,

terutama ketua Pansus RUU PTPPO.
,,Kembali saya tidak metihat kuantitasnya tetapi kualitasnya, peran

mereka juga bagus. Saya melihatnya peran mereka yang berkualitas itu tidak

katah dengan yang taki-taki, datam semua undang-undang, termasuk disini

(UU PTPPO), inikan malah ketuanya perempuan. Saya anggota tapilaki-laki'na

Tidak hanya Djuhad Mahjayang menyatakan bahwa anggota pansus perempuan

memiliki peran yang baik, narasumber penelitian lain pun menyatakan demikian'

Beberapa di antaranya bahkan menilai peran perempuan lebih baik dibandingkan

dengan laki-lakidalam merumuskan RUU PTPPO. Berikut merupakan kutipan

beberapa PernYataan tersebut.

"...inimemangprodukyangperanperempuannyamenonioldalam
undang-undang ini.a6

"lbu-tbu kalau bicara lebih efektif kemudian padat gitu. Kalau Bapak-

Bapak walah, nggak masuk akal.'o7

"ohhh... kalau perempuan memang tebih aktif ya kalau saya lihat yah.

Jadi tebih anteng gitu ngedengerin kita dibanding bapak-bapaknya' Kalau

bapak-bapaknya datang lima menit, tanda tangan, pergi gitu, ,'maaf ada rapat

apa,,, gitu terus.Tapi kalau ibu-ibu nya dikomisi itu kok rasanya bagus banget;48

Berdasarkan kutipan pernyataan tersebut maka peran anggota pansus

perempuan dinilai lebih baik karena lebih aktif di dalam forum, berbicara lebih

efektif dan padat, dan paham terhadap isu perdagangan orang dibandingkan

dengan anggota pansus yang laki-laki. Hal itu menunjukkan bahwa bentuk politik

kehadiran Phillips menjadi perlu diwujudkan didalam situasi politik keterwakilan

di Indonesia. Hal ini karena apa yang disampaikan oleh teori Phillips' Karam

ancarayan9di|akukanpadatangga|4oktober2007
pukul 10.00 sampai 10.40W18 di DPR Rl'
is pemyataan Eva Kusuma Sundari dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober

2007 pukul 13.00-13.50 WIB di DPR Rl'
37 Peinyataan Eva Kusuma Sundari, /bid'
., pemyaiaan lrawati Harsono dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2008

pukul 1i .00 sampai 12'00 WIB di Komnas Perempuan'
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dan Lovenduskibahwa perempuan berperan penting untuk menyalurkan aspirasi

perempuan telah teruji didalam kasus proses legislasi UU PTPPO.

Bentuk keterwakilan menurut teori Anne Phillips sangat tepatdigunakan

untuk menganalisa studi kasus RUU PTPPO ini. Penjelasan mengenai kinerjal

dan peran anggota pansu$ RUU PTppO berdasarkan jenis kelamin sangat

menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan politik kehadiran menurutAnnm

Phillips. $esuai dengan makna politik kehadiran Phillips, apabila keterwakilan

identitas jenis kelamin mampu terepresentasi dengan baik, maka'wakil" jugn

akan mampu menyalurkan aspirasi kelompok identitasnya dengan baik. Secara

kuantitas, keterwakilan perempuan didalam keanggotaun dan pimpinan pansuffi

berada di atas 30%. Kinerja dan peran aleg perempuan pun dinilai lebih baifi

dibandingkan dengan aleg laki-laki. Hal inimenunjukkan bahwa aleg perempuatt

mampu menyalurkan dengan baik aspirasi masyarakat perempuan, sehinggi'l

pada akhirnya mampu menetapkan UU PTPPO yang responsif gender.

D. Ferbandingan Peran dan Kineria Anggota Legislatif Laki'Laki dan

Perempuan dalam Proses Legislasi UU Nomor l2Tahun 2006

Berbeda dengan perumusan UU pTppO yang mengundangkan suattt

draft baru, maka UU Kewarganegaraan mengamandemen sebuah draft yanp

sudah ada. $ebelumnya, UU Kewarganegaaraan di Indonesia adalah Ul'f

Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 195S. UU yang tidak memiliki landasan yuridim

karena dibentuk pada masa Republik Indonesia $erikat (Rl$) mengacu padm

Staadblad 1910-296 warisan kolonial Belanda.3s

UU kewarganegaraan yang lama cenderung diskriminatif terhadap

perempuan Warga Negara Indonesia (WNl) yang melakukan pernikahan campur

dengan laki-lakiWarga Negara Asing (WNA). Perempuan WNI yang menikatt

campur harus melepaskan ke-WNl-nya dan berpindah mengiku'l,i

kewarganegaraan suaminya, terkecuali bila sang istri memilih untuk tetap

menjadiWNl dengan perjanjian pra-nikah.Tetapitetap saja akan muncul masalalr

baru, karena bagi istri yang memilih tetap menjadi WNI dan suaminym

memutuskan tinggal di Indonesia, istritidak bisa menjadi sponsor izin tinggal

suaminya yang WNA.ao

@anryaraan aanda Akan di Feftimbangkan oleh DPR, pnlinal"

{wwwjurnalperempuan.com, diakses I Juli 2011).
{0 Tanpa Pengarang, Se/arnat Dalang UU Baru!, (Anilne), (www.fernina-online.com, diakses il}

Juli2011)
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Masalah pun bertambah bila pasangan suami-isteri memiliki anak.

Menurut UU No. 62/1958 yang menganut asas lus Sanguinis (garis ayah), anak

dari perkawinan perempuan WNI dengan laki-lakiWNA, otomatis akan mengikuti

kewarganegaraan ayah. Padahal, banyak anak-anak dari pasangan antar-

bangsa lahir dan besardi Indonesia, dan dibesarkan dengan tradisidan budaya

ibu. Tidak jarang anak dan ibu harus tinggal berpisah karena sang anak tidak

bisa tinggal berlama-lama di Indonesia, kecuali ia memperpanjang kartu izin

tinggal sementara setiap tahun untuk izin imigrasi anaknya'41

Persoalan demi persoalan tersebut dinilai merugikan perempuan'

Masyarakat sipil terutama komunitas WNI yang melakukan pernikahan campur,

menginisiasi amandemen UU Kewarganegaraan sejak lima tahun silam.42 Namun

baru pada tahun 2004, DPR Rl mulaiterdorong untuk melakukan perubahan

aturan hukum yang diwujudkan dengan mengusulkan insiatif amandemen UU

Kewaganegaraan. Hingga akhirnya ditahun 2005 dibentuk dan bekerjalah panitia

khusus RUU Kewarganegaraan'

Pansus beranggotakan 50 orang, meskipun dalam prosesnya terdapat

beberapa kali pergantian anggota pansus ditengah proses persidangan. Secara

totaljika dihitung dengan pergantian beberapa kalianggota pansus, maka jumlah

anggota pansus adalah 56 anggota. Keanggotaan tersebut melibatkan 47 anggota

pansus laki-laki (8a%)dan 9 anggota pansus perempuan (16%). Pimpinan pansus

diantaranya Slamet EffendyYusuf sebagai ketua, Murdaya Poo, lda Fauziah,

dan Benny K. Harman sebagaiwakil ketua. Berbeda dengan kepemimpinan

Pansus RUU PTPPO yang didominasioleh perempuan, maka kali ini perempuan

hanya minoritas didalam jajaran pimpinan pansus RUU Kewarganegaraan.

Meskipun demikian, UU Kewarganegaraan dinilai cukup progresif karena

membawa nilai-nilai perubahan atas situasidiskriminatif yang berlangsung dari

hasil UU tahun 1958. Dalam UU baru disebutkan, WNlyang menikah dengan

pria WNA tidak dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suami, melainkan

diberi tenggang waktu 3 tahun untuk memilih tetap menjadi WNI atau

melepaskannya. Apabila istri memutuskan tetap menjadiWNl, maka istri bisa

menjadi sponsor izin tinggal bagi suaminya di Indonesia.a3 Tidak hanya itu, UU

baru ini juga menganut asas campuran antara lus Sanguinis dan /us So/i

(kewarnegaraan berdasar tempat kelahiran). UU Kewarganegaraan tahun 2006

41 lbid.
42 Wahyu Effendy, IJU Kewarganegaraan, Ada Apa?, (Online)' (www.perpustakaan-

bapoenas.go.id, diakses 8 Juli 2011).
a3'selamat Datang UU Baru!", OP.Clt
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inijuga mengakui kewarganegaraan ganda yang diberikan $ecara terbatas pada

anak pasangan campuran hingga 1B tahun.4

Keberhasilan UU Kewarganegaraan tahun 2006 dalam mengubah UU

lama yang diskriminatif menjadi lebih responsif gender tentunya dipengaruhi

oleh kinerja anggota pan$usnya.

Tabel 3

Penilaian Kinerja Anggota Pansus dalam Proses Pembuatan UU

Kewarganegaraan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: data diolah daririsalah rapat kerja $idang Panitia Khusus Rancangar

Undang-U ndang Kewarganegaraanas

Tabel3 menjelaskan bagaimana anggota pansus perempuan memiliki

penilaian yang lebih baik pada aspek kehadiran sidang dan kualitas berbicara,

sementara anggota pansus yang laki-laki memiliki penilaian kerja yang lebilt

baik dalam aspek keaktifan berbicara. Kehadiran sidang anggota pan$uflil

perempuan menunjukkan angka yang lebih tinggi pada kategori baik dan cukup,

sebaliknya anggota pan$us laki-laki 167o lebih tinggi pada nilai buruk menghadirt

sidang.

41 lbid.
45 Penilaian kinerja didasarkan pada risalah rapat pansus diantaranya: Risalah Rapat Kerja Pansus
RUU Kewarganegaraan tanggal 17 Novermber 2005, Risalah Rapat Kerja Pansus RUIJ

Kewarganegaraan tanggal 25 Januari 2006, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan
tanggal 1 Februari 2006, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 2 Februari
2006, Risalah Rapat Kerja Pansus RUIJ Kewarganegaraan tanggal I Februari 2006, Risalair
Rapat Kerja Pansug RUU Kewarganegaraan tanggal I Februari 2006, dan Risalah Rapat Kerja
Pansus F{UU K*warganegaraan langgal S Juli 2006.

Kehadiran
sidinq

Baik Gukup Buruk

Tklak
Teridentifikasi

Laki-laki 38.3% ?3.44/o 38.3%

Perempuan 44.4o/a 33.3% H.&alo

Keaktifan
herbicara

Atdif Sukup aktif Tidak aktif

Laki-.laki 6.4% s.5% 85"1%

PeremoLtan 0o/o A0/o 1000/o

Kualitas
berbicara

Relevan
$ubstansial

Substanshl
Tilak
Relevan

Relevan
Titlak
$ubstansial

Laki-laki
Perempuan

Malo
55.6%

?3.40/o

0Yo

6.4%
11 .1o/o

ffi2o/o
33.3olo
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Berbeda dari aspek penilaian kinerja yang lainnya, anggota perempuan

memiliki tingkat keaktifan berbicara yang lebih rendah dibandingkan dengan

anggota pansus yang laki-laki. Tingginya angka kinerja anggota laki-lakidalam

pansus RUU Kewarganegaraan ini dipengaruhi oleh tiga anggota laki-laki yang

sangat aktif di dalam forum, yakni Slamet Effendy, Bomer Pasaribu, dan Lukman

Saifuddin. Ketiga anggota pansus tersebut memilikijumlah berbicara didalam

forum 150% dari rata-rata berbicara anggota pansus lainnya di dalam forum.

Hal ini mempengaruhi interval yang cukup jauh antara angka terendah dan

tertinggi terkait keaktifan berbicara aleg di dalam forum.

Dalam aspek penilaian keaktifan berbicara diperoleh angka 100% buruk

untuk anggota legislatif perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya anggota

legislatif perempuan yang aktif berbicara di dalam forum, seperti halnya Slamet

Effendy, Bomer Pasaribu, dan Lukman Saifuddin. Anggota legislatif perempuan

menunjukkan tingkat keaktifan yang sama dengan.rata-rata anggota secara

keseluruhan. Namun demikian, terdapat Nursyahbani Katjasungkana yang

sesungguhnya aktif berargumentasi di dalam forum sidang. Hanya saja,

dikarenakan Nursyahbani masuk ditengah berlangsungnya proses sidang untuk

menggantikan anggota pansus lainnya, maka tingkat keaktifan secara total

tetap saja rendah.

Lebih aktifnya anggota laki-laki berbicara didalam sidang dibandingkan

perempuan, apakah sudah pastimenunjukkan bahwa isi pembicaraan anggota

laki-laki lebih penting daripada perempuan? Jawabnya tidak, karena pada

kenyataannya kualitas berbicara aleg perempuan yang relevan dan substansial

lebih baik dibandingkan dengan yang laki-laki. Meskipun demikian, terdapat

juga anggota pansus perempuan yang hanya berbicara persoalan teknis, bukan

isu yang dibahas di dalam UU sebesar 11,1o/o.Terkait dengan persoalan kualitas

berbicara ini, maka perlu juga diteliti apakah aleg perempuan memang lebih

fokus terhadap pembahasan pasal-pasal yang terkait dengan isu gender

dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan kajian literatur atas risalah sidang, maka diketahui bahwa

tidak hanya perempuan yang fokus dengan isu gender, namun aleg laki-laki pun

juga fokus terhadap isu ini. Beberapa nama anggota pansus laki-laki yang

memperhatikan pasal-pasal terkait dengan isu gender adalah Ganjar Pranowo,

Slamet Effendy, Lukman Saifuddin, Bomer Pasaribu, Nursuhud, Moch.Hasib

W., Anton A. Mashur, dan Harry Azhar Azis. Slamet Effendy sebagai ketua pansus

bahkan menyadari kelemahan UU ini yang dinilainya 'sangat laki-laki".46

Sementara itu, anggota pansus perempuan yang juga dengan sungguh-sungguh
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membahas isu gender diantaranya Nusyahbani Katjasungkana, Tuti Lukman

Soetrisno, dan $oedarmani W.

Meskipun aleg laki-lakidan perempuan, keduanya memperhatikan aspek

kesetaraan gender didalam mengamandemen UU Kewarganegaraan, namun

terdapat perbedaan antara aleg laki-lakidan perempuan. Perbedaan itu terletak

pada konsistensi aleg perempuan yang lebih baik dalam menyampaikan isu

gender dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun begitu, tidak semua aleg

perempuan juga konsisten dalam membawa isu gender di meja sidang.

Nursyahbani Ka$asungkana merupakan satu-satunya anggota pansus yang stabil

mengusung isu gender sejak ia terlibat di dalam pansus hingga akhirnya UU ini

diterbitkan.

Tidak hanya didalam pansus, Nursyahbani Katjasungkana juga menjadi

penghubung antara aktivis dan komunitas pemerhati isu genderyang mengikuti

perutnusan UU Kewarganegaraan ini. Nursyahbani memiliki poran yang penting

terutama terlihat ketika UU No.1212006 menuai protes sebelum disahkan oleh

DpR Rl dan pemerintah. $aat itu, banyak pihak mengkritik Pasal23 Huruf (i)

dan Pasal 26 Ayat (1) mengenai ketentuan-ketentuan kehilangan

kewarganegaraan WNl. Pasal 23 (i) menyebutkan WNI akan kehilangan

kewarganegaraannya jika yang bersangkutan tinggal di luar wilayah Indonesia

selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara' tanpa

alasan sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan tetap menjadi

WNI sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhi/', sementara Pasal 26 Ayal

(1) menyebutkan, "Perempuan WNlyang kawin dengan laki-lakiwarga negard

asing kehilangan ke-WN-an Rl jika menurut hukum asal suaminya

kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami akibat perkawinar

tersebut", Pasal 26 Ayat (2) memberlakukan aturan yang sama dengan ayat 1

untuk suami.

Pasal-pasal tersebut dinilai mengancam kewarganegaraan para Tenaga

Kerja Indonesia (TKl) di luar negeri dan juga WNI yang mau melakukan pernikahari

campur. Kritik ini bahkan diajukan juga oleh anggota legislatif perempuan yans

tergabung dalam Kaukus Parlemen Perempuan untuk Hak Asasi Manusia (HAM]

nPR Rl, diantaranya oleh Eva Kusuma $undari, Nadrah lzahari dan juga

Nursyahbani Katjasungkana. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian darl

peihatian aleg perempuan terhadap UU Kewarganegaraan sebagai UU yangtr

responsif gender.

46 Eko Bambang $., Op,Cit.
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Di tengah proses perundangan yang menuai protes tersebut,

Nursyahbanibanyak berperan untuk mendorong pembahasan ulang atas pasal

yang bermasalah tersebut. MelaluiRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)di

DPR Rl, akhirnya persoalan ini dikompromikan. Kedua pasaltersebut akhirnya

ditambahkan pernyataan hukum yang dinilai mampu mencegah kemungkinan

hilang kewarganegaraan. Pasal 23 ditambahkan pernyataan "kecuali yang

bersangkutan karena aturan itu menjaditanpa kewarganegaraan" dan pasal26

ditambahkan pernyataan "yang bersangkutan dapat mempertahankan ke-WN-

annya setelah perkawinan berlangsung tiga tahun".47

Dari kasus amandemen UU Kewarganegaraan initerlihat bahwa satu

anggota legislatif perempuan saja mampu memberikan perubahan positif terhadap

kebijakan, terutama yang terkait dengan isu gender. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun aleg perempuan didalam Pansus terdapat Sembilan orang perempuan,

hanya sebagian saja yang memperhatikan isu gender, dan hanya satu yang

sungguh-sungguh Secara konsisten membawa isu tersebut. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Eva Kusuma Sundari saat ditanya mengenai situasi aleg

perempuan di DPR Rl 2004-2009.

"Ohh ... meskipun dari yang 11 persen itu mengerti tentang masalah

gender dan paham sampai kepada anallsis... tetapi bagaimana mem-break

down dan mengimplikasikannya di dalam technical procedure... oh sedikit

sekali.'48

Keterlibatan penting seorang aleg perempuan untuk mendorong

masuknya isu-isu gender ke dalam UU Kewarganegaraan initentunya sesuai

dengan apa yang dinyatakan oleh Karam dan Lovenduski di dalam teorinya.

Karam dan Lovenduski menyatakan bahwa satu orang pun perempuan mampu

membawa perubahan positif masuknya aspirasi perempuan di dalam suatu

kebijakan.4e Hal ini dibuktikan oleh keberadaan Nursyahbani di dalam Pansus

RUU Kewaganegaraan. Tidak hanya itu, kinerja aleg perempuan yang baikdalam

tingkat kehadiran dan kualitas berbicara didalam sidang, serta beberapa nama

aleg perempuan yang juga mengusung isu gender merupakan bukti yang

membenarkan bahwa perempuan membawa nilai-nilai positif untuk mendorong

U U menjadi resPonsif gender.

ffi warganegaraan Belum Lindungi perempuan, (ontine),

(wwwkoalisiperempuan.or.id, diakses 8 Juli 201 1 )'ii Pernyataan Eva Kusuma Sundari pada tanggal 5 Oktober 2007 ' Op.Cii.
1e Karam dan Ballington (ed-), /btd" hal.120'12
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Tidak hanya anggota legislatif perempuan yang menyampaikan isu-isu

genderdidalam pembahasan RUU, namun juga beberapa nama anggota pansu$

laki-laki. Selain itu, anggota legislatif laki-lakijuga menunjukkan kinerja aktif dl

dalam forum yang lebih baik dibandingkan aleg perempuan. Kedua hal inf

menunjukkan bahwa aleg laki-lakijuga dapat menjadi agen kepentingan dan

kebutuhan yang terkait dengan kesetaraan gender. Hanya saja jumlah alegy

laki-laki yang telah memperhatikan isu gender tetap jauh lebih sedikit
dibandingkan jumlah aleg lakiJaki secara total. Laki-laki juga dinilai belunt

bersungguh-sungguh konsisten dalam mengembangkan isu gender di dalanl

perumusan undang-undang. Dengan demikian, peran dan kinerja aleg perempuart

tetap lebih baik dibandingkan dengan aleg laki-lakidalam proses amandemert

UU Kewarganegaraan. Seperti dikatakan Anne Phillips, bahwa pada akhirnya

hanya wakil dari identitas yang sama lah yang mampu menyalurkan kepentingart

dan kebutuhan kelompok identitas itu, begitupun tergambar dari studi kasus

ini.

lll. Penutup

A. Kesimpulan

Keterwakilan perempuan di DPR Rl dinilai penting untuk menyalurkan

aspirasi perempuan. Asumsi tersebut sesuai dengan penjelasan Anne Phillips,

Azza Karam dan Joni Lovenduskidalam teorinya mengenai keterwakilan politik"

Namun demikian, apakah asumsitersebut benar?

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif atas dua UU, yakni UU PTPpCI

dan UU Kewarganegaraan, maka teori tersebut benar. Merujuk pada bentuk

keterwakilan politik Anne Phillips, maka Indonesia saat itu masih menerapkan

bentuk politik ide. Kategori tersebut sesuai dengan Indonesia karena jumlah

keterwakilan perempuan tidak sesuai dengan komposisi di masyarakat,

sementara perempuan pada dasarnya memiliki potensi lebih baik dalanr

menyalurkan aspirasi perempuan.

Hasil penelitian atas dua studi kasus perumu$an UU di DPFI

memperlihatkan bahwa aleg perempuan memilikiperan dan kinerja yang lebih

baik dibandingkan dengan aleg laki-laki. $esuai dengan teori Karam dan
Lovenduski, maka kinerja aleg perempuan yang lebih baik akan memberikan
pengaruh yang positif terhadap lahirnya kebijakan yang responsif gender

Berdasarkan studi kasus UU Kewarganegaraan diperoleh juga kenyataan bahwar
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perjuangan menyalurkan aspirasi gender di DPR belum secara menyeluruh

diusung oleh aleg perempuan yang ada di dalam pansus. Perlu dicatat juga

bahwa di dalam merumuskan UU responsif gender, tidak hanya perempuan

yang mampu berkontribusi didalamnya, laki-laki pun juga dapat melakukannya.

Dengan demikian, politik ide Anne Phillips pun berlaku dalam studi kasus ini.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat langkah-langkah yang

dapat dilakukan oleh lndonesia. Pertama, meningkatkan keterwakilan kelompok

identitas jenis kelamin secara berimbang mengikuti komposisi nyata di dalam

masyarakat atau setidaknya 30% keterwakilan. Kedua, pengembangan

kapasitas dan kualitas anggota legislatif terkait dengan isu gender. Haltersebut

tidak hanya berlaku bagi aleg perempuan, namun juga ditujukan untuk aleg

laki-laki.
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DI NAMIKA PERKEM BANGAN ASEAN

MENUJU A PEOPLE ORIENTED ORGANIaATION

Simela Victor Muhamad.)

Ahstncf

After 44 years ifs exisfence, ASEAN is seen plays significant
role in contributing progress for its memhers and in creating
stabili$ in the Southeasf Asia region. Away from this, different
perspective says fhat ASFAN has nof claarly shawn its rola in
responding its communities'rnferesfs. It is argued that in its activity
and development during the years, ASEAN seemed exclusive,
putting priority on inter-government relations rather than its
communities'participation. That is why, the write argues that
ASEAN must change this orientation through its 2015 ASFAN
Community Vision. With the new arientation, the three pillars in

fhe vision *s e c u rity, e co n o my, a n d s aci a I -c u ltu ra I co m munifies*
can help ASEAN in developing a stronger regionalentity which
focuses on the rnferesfs of ifs peoples.

Keywards: ASEAN, ASF4/V Cammunity, ASFAN Vision 2015, regional
organization,

Abstrak
Keberadaan A$EAN selama lebih dari40 tahun (berusia 44 tahun
pada 8 Agustus 201 1) di satu sisi telah dianggap penting bagi
kemajuan negara-negara anggotanya dan terciptanya stabilitas
kawasan Asia Tenggara, namun di sisi lain dianggap belum

menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat ASEAN.

Hal ini dikarenakan A$EAN dalam perjalanan keorganisasiannya

dianggap elitis (hanya menekankan hubungan antarpemerintah)

dan kurang memerhatikan partisipasi masyarakatnya. Oleh
karena itu, A$EAN perlu mengubah orientasinya, dan melalui

) Peneliti Madya Bidang Masalah-masalah Hubungan Interna$ional pada Pusat pengkajian,
Pengolahan Data dan lnformasi (p3Dl), $ekretariat Jenderal DPR Rl. Emall:
vi ctorsi mel a@ya hoo. co. id.
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visi Komunitas ASEAN 2015 dengan tiga pilarnya (Komunitas

Keamanan ASEAN, Komunitas EkonomiASEAN, dan Komunitas

Sosial-Budaya ASEAN), ASEAN berupaya membangun dan

mengembangkan entitas regionalyang lebih erat dan berorientasi

pada kepentingan dan interaksi rakyat.

Kata kunci: ASEAN, Komunitas ASEAN, Visi ASEAN 201 5, organisasi regional

l. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Konsekuensi dari perkembangan dunia internasional dengan segala

kompleksitas isunya dinilaitelah menghadirkan sejumlah tantangan dan peluang

bagi negara-negara diwilayah Asia Tenggara yang tergabung ke dalam ASEAN.

Dunia saat inijauh berbeda dari dunia ketika ASEAN dideklarasikan pada 8

Agustus 1967 yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dan sosial

diantara negara anggota semata. ASEAN kini dituntut untuk dapat menciptakan

suatu kerja sama yang utuh dan holistik dalam menghadapi berbagaitantangan

dunia internasional kontemporer yang semakin kompleks' Oleh karena itu,

dengan kesadaran bahwa dunia internasional dewasa ini adalah dunia yang

kompleks dan memerlukan upaya bersama untuk memetakan jalan ke masa

depan, para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN

di Bali, lndonesia, tahun 2003 berkomitmen untuk mencapaisuatu komunitas

ASEAN pada tahun 2o2o yang akan berlandaskan pada tiga pilar, yakni

Masyarakat Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Masyarakat

Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic community), dan Masyarakat sosial-

Budaya ASEAN (ASEAN Soc io-Cutturat Community)'Ketiga pilar ini akan saling

terkait secara erat dan saling memperkuat dalam upaya mencapai perdamaian,

stabilitas, dan kemakmuran.

Komunitas ASEAN yang akan dibentuk ini adalah sebuah caring

soclefies yang akan dibangun di atas sebuah identitas bersama, identitas

ASEAN. Melaluivisi untuk menjadi sebuah komunitas, ASEAN berjuang untuk

mengubah statusnya dari sekedar "perhimpunan bangsa-bangsa" menuju ke

satu kesatuan "masyarakat" yang terdiriatas bangsa-bangsa. Dengan kata lain,

ASEAN memulai proses transformasidari kumpulan negara yang berasosiasi

ke arah komunitas kawasan yang lebih terintegrasi. Lebih lanjut, proses

494 Kaiian, VoL 16, No. 3, September 2011



transformasiASEAN kepada integrasi kawasan yang lebih kuattersebut berupaya

dipercepat, melalui KTT ke-12 A$EAN diCebu City, Filipina, tahun 2006, darl

2020 menjadi2015.1

Pembentukan visi Komunitas A$EAN 2015 tersebut menandakan

adanya upaya ASEAN untuk membangun paradigma baru yang lebih maju

searah dengan tuntutan perubahan dimasa mendatang dengan mewujudkan

organisasi regionalyang lebih berorientasikan pada masyarakat. Hal inijuga

dilatarbelakangi oleh adanya pandangan dari sebagian kalangan bahwa sejak

didirikan pada 1967, ASEAN dipandang masih sebagai organisasi regionalyang

elitis atau hanya sebagai organisasi kerja sama antarpemerintah diAsiaTenggara

dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perjalanan
keorganisasiannya.2 Oleh karena itu, A$EAN harus mengubah dirinya darisemula

sebagai organisasi antarpemerintah dan elitis menjadiorganisasiyang dimiliki

dan dipelihara oleh komunitas rakyat ASEAN yang lebih besar.

B. Permasalahan

Adanya keinginan ASEAN untuk membangun organisasi regionalyang

lebih terintegrasi dan berorientasikan pada masyarakat menarik untuk dicermati,

karena ternyata hal itu terkait dengan dinamika perjalanan ASEAN itu sendirli

yang lebih menampilkan dirisebagaiorganisasiregionalyang elitis. Keinginar

ASEAN untuk mengubah dirinya dari sebuah organisasi yang elitis menjadf

sebuah organisasiyang berorientasikan pada masyarakat (a people orientacl

organization) tidak muncul tiba-tiba. Ada dinamika perjalanan yang cukupr

panjang sebelum ASFAN melangkah untuk menjadisebuah organisasi regional

yang lebih terintegrasidan melibatkan partisipasimasyarakatnya dalam kerangka

perwujudan visi Komunitas ASEAN 20'15 dengan tiga pilarnya. Menjadi menarik

untuk dikaji adalah, mengapa ASEAN perlu bertransformasi dari sebual'r

organisasi yang elitis (sfafe oriented) menjadi sebuah organisasi yang

berorientasi pada masyarakat(a people oiented organization)?, dan bagaimana

evolusiASEAN sebelum menuju a people oriented organization dan komitmen

A$EAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN dengan tiga pilarnya?

1'Menhan se-ASEAN ingin ASC terbentuk 2015', httpllwww.antan.co.idlarcl200/l3127lmenhan"
ss-asean-ing,h-asc-terbentuk-20151 - diakses tanggal 20 Juni 2011.

'?Lihat pernyataan Wakil Presiden Rl, Boediono, dalam'Wapres: Ubah Citra A$FAN', Kompas,2fli
April 2011. Lihat juga Mustaqim Adamrah, "ASEAN still means little to some people", The Jakarttt
Posf, 26 Agustus 2011.
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G. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan kajian ini bertujuan untuk memahami dinamika perkembangan

ASEAN yang semula merupakan organisasi regionalyang bersifat elitis (sfafe

oientedl menjadi sebuah organisasiyang bertumpu pada partisipasi masyarakat

(peopte oriented) melalui visi Komunitas ASEAN 2015. Tulisan ini juga dapat

digunakan sebagai bahan masukan bagiAnggota DPR Rl, khususnya dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan DPR Rl terhadap pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan ASEAN.

D. Kerangka Pemikira

Kajian ini coba dipahami melalui salah satu pendekatan dalam studi

hubungan internasional, yakni New Regiona/ism sebagaimana yang terdapat

dalam tulisan Bjorn Hettne ,"Towards a More Comprehensive Conseptualisation

of Regions: The New Regionatism Revisited;'3 Pendekatan New Regionalism

Bjorn Hettne mengeksplor kerja sama dan integrasi cross borderberdasarkan

pemahaman komparatif, historis, dan multilevel perspective. Selain itu juga

aspek-aspek sosio-kultural diperhitungkan dalam rangka menciptakan suatu

kerja sama yang utuh dan kuat. Regionalisasi kemudian dilihat tidak hanya

sebagai suatu proses kerja sama ekonomi semata tetapi melingkupijuga isu-

isu seperti kebijakan sosial dan isu-isu keamanan.

Hettne memaparkan bahwa sebuah region dapat diidentifikasi dengan

adanya data mengenai interaksiyang mutual, kesamaan atributdari aktor-aktor,

dan adanya shared values and experiences. Setelah dapat mengidentifikasi

sebuah region kemudian dapat dikategorikan kembali tingkatan dari region yang

terbentuk. Hettne memaparkan ada lima tingkatan dari regioness, yakni:a (1)

regionadalah sebuah unit geografis, (2) region adalah sebuah sistem sosial' (3)

region dapat dikarakteristikan ke dalam kerja sama ekonomi, politik, sosial,

atau bidang keamanan, (4) region sebagai civil societydapat mempromosikan

komunikasi sosial dan nilai ke seluruh region, dan (5) region dapat muncul

sebagai aktor internasional dengan segala kewenangan yang diberikan

kepadanYa.

3 Bjorn Hettne, Towards a More Comprehensive Conseptualisation of Regions: The New R*
gionalism Revisited, Palgrave, 2003' hal. 2-32.
4 lbid,hal.28-29.
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Berdasarkan kelima tingkatan di atas, setidaknya ada tiga hal penting

yang harus diperhatikan dalam menuju entitas regionalyang komprehensif, yaknil

(1) hadirnya identitas bersama kawasan yang didasari pada shared norms ancl

valuos, (2) pendekatannya yang berorientasi pada masyarakat (be people"

centered) serta mempunyai mekanisme dalam menghadapi dan mengatasil

berbagai macam dimensi isu, dan (3) adanya sebuah entitas regional yang

dapat muncul sebagai aktor internasional dengan segala kewenangan yangl

diberikan terhadapnya" Ketiga fondasidan karakteristik utama darisebuah entitas

regional yang komprehensif ini saling terkait satu dan yang lainnya. Sehingg*

kemudian perlu ada keseriusan dan dorongan dari negara anggotanya untuk

mencapai ketiga karakteristik ini. $ecara umum, pemahaman regionalisme yan6l

diungkapkan Hettne ini telah membuka paradigma baru dalam melihat

regionalisme yang sebelumnya hanya didominasi pandangan state-centric.

Dinamika perkembangan A$EAN menuju a people oriented organization

ini kiranya dapat dipahami sebagai sebuah bentuk 'New Regionalism'. Dalant

konteks ASEAN, regionalisme yang dibangun dilakukan dan diupayakan melalui

interaksi sosial yang konstitutif dengan menciptakan pemahaman identita*

bersama. Sehingga titik tolaknya pun tidak hanya dalam pengembangan kerjnl

sama fungsional di bidang ekonomi, politik, dan keamanan semata, tetapijugiu

pengembangan kerja sama di bidang sosial-budaya dalam menciptakan 'w*r

feeling'di tingkat masyarakat. Dalam kerangka itu pula, sebuah regionalismt*

yang kuat diASEAN harus didukung oleh adanya visidan persepsiyang samil

dari para aktor di dalam kerangka regionalisme itu sendiri.s

Berkaitan dengan pemahaman organisasi regional yang sfafe oriente$

kiranya dapat dijelaskan bahwa organisasi ini dalam kiprah keorganisasiannyllr

sangat ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan yang dibangun berdasarkan

interaksi antarnegara yang tergabung dalam keorganisasian tersebut, dan oleh

karenanya, jalinan komunikasi dalam keorganisasian itu pun lebih bersifat elitis,

yaknididominasi oleh hubungan antarpemerintah. Hal inilah yang kemudian

menimbulkan panda ngan bahwa organisasi yang sfafe orte nbd dianggap kurantrp

memperhatikan keterlibatan dan kepentingan masyarakat dalam kipratr

keorganisasiannya. $ementara itu, organisasi regional yang peop/e orientef
menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai suatu halyang penting karenu

s Regionalisme terjadi ketika pemimpin dari negara-negara yang berdekatan secara wilayah
membangun politik luar negerinya dengan menggunakan kacamata regional. Lihat Graham Evans
dan Jeffrey Newnham, The Penguin Dictianary of lntomational Relaflons, London: Penguin
Books,1998, hal474.
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keberadaan organisasi itu sendiri harus memberi manfaat bagi masyarakatyang

berada di kawasan itu.6 Hal inilah yang akan dikembangkan dan dibangun oleh

ASEAN melaluivisi Komunitas ASEAN 2015.

ll. Pembahasan

A. Evolusi ASEAN Sebelum Menuju A People Oriented organization

ASEAN dibentuk pada tanggalS Agustus 1967 oleh kelima negara Asia

Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand melalui

penandatanganan sebuah dokumen kerja sama di Bangkok, Thailand' yang

menandakan awal baru dari'hubungan damai negara-negara di kawasan Asia

Tenggara. Dokumen kerja sama yang ditandatangani kelima negara pemrakarsa

ASEAN tersebut kemudian dikenal sebagai'Deklarasi Bangkok' atau'Deklarasi

ASEAN"?

secara umum, dalam Deklarasi Bangkok tersebut terangkum dua tujuan

utama, pertama yaitu untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi,

perkembangan sosial, dan pengembangan budaya diwilayah regional, dan kedua

untuk mempromosikan stabilitas kawasan dengan cara menghindari konflik

terbuka diantara negara anggota lewat penghormatan terhadap prinsip-prinsip

yang dibangun bersama. Selain itu juga, tujuan dari dibentuknya ASEAN ini

adalah agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak tertarik masuk ke

dalam salah satu kubu negara yang bertikai pada masa Perang Dingin, untuk

menjaga kawasan Asia Tenggara tetap sebagai sebuah kawasan yang damai

dan tidak dimasuki oleh kepentingan negara-negara besar pada masa itu'

Lebih lanjut, organisasiyang didirikan awalnya oleh lima negara besar

di kawasan AsiaTenggara inimencapai perkembangan yang besardalam upaya

memperkuat soliditas negara-negara di kawasan AsiaTenggara lainnya' Hal ini

disebabkan dalam perjalanannya, lima negara lain yang berada di kawasan

Asia Tenggara bergabung ke dalam organisasi ini, yakni Brunei Darussalam (7

Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997)' serta

Kamboja (16 Desember 1998). Sehingga, dengan bergabungnya lima negara

tambahan ini, praktis hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara telah

ffibetweenstate.centricandhuman.centricsecurity',,Work.
ing piper ZOOiSt2, Departme-nt of Internasional Relations, Auskalian National University, Canberra'

SEptrhl"i ZOOS. uinat iuga John M. Hobson, Ihe State and lnternational Relations, Cambridge

University Press, 2000, hal. 107-108'
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bergabung ke dalam ASHAN. Kini, dua negara lain yang berada di kawasan

Asia Tenggara juga tengah dalam proses bergabung ke dalam A$EAN, yakni

Timor Leste dan Papua Niugini.

Keberhasilan ASEAN dalam menyatukan negara-negara di kawasan

ini bisa dikatakan sebagaisebuah keberhasilan tersendiri. Hal ini dikarenakan

sebelum terbentuknya A$EAN, pernah ada upaya pembentukan beberapa

organisasi regionaldiAsiaTenggara, yakniAssociafion of SoufheasfAsla (ASA),

Malaya, Philipina, lndonesia (MAPHILINDO), Soufheasf Asran Minister ot

Education Organization (SEAMEAO), Soufheasf Asia Treaty Organization

(SEATO), dan Asia Pacific Council(A$PAC).o Namun beberapa organisasi

tersebut tidaklah bertahan lama, karena tidak diterima oleh negara-negara lain

dikawasan pada saat itu.

Melihat kegagalan beberapa organisasi regional sebelumnya, tentunya

keberhasilan ASEAN untuk terus berkembang selama lebih dari40 tahun patul

dinyatakan sebagai keberhasilan A$EAN dalam menghadapi berbagal

permasalahan di kawasan dan keberhasilan dalam menjaga stabilitas kawasan

yang eratdengan berbagai macam perbedaan ini, Upaya menyatukan perbedaan

negara-negara Asia Tenggara juga merupakan sebuah tantangan tersendiri. Hal

ini disebabkan negara-negara Asia Tenggara seperti disebutkan Rudolfo G

Severino, mantan Sekjen ASFAN, extremely diverse. Dilihat dari perbedaan rar,

dan etnis masyarakatnya, perbedaan dalam hal peran agama didalam kehidupar

politik dan sosial negara-negara Asia Tenggara, perbedaan dalam hal sistem

politik dan kerangka hukumnya, perbedaan dalam hal pembangunan ekonomil

dan pendekatan tiap negara terhadap pembangunan, perbedaan dalam hal nilal

yang dianut dan juga pengalaman $ejarah dan budaya tiap negara' Masyarakalt

Asia Tenggara pun dikarakteristikan terisolasi satu dengan lainnya akibat

kekuatan kolonial pada masa lalu.e Disinilah kemudian letak darikeberhasilarr

yang juga bisa menjadi bumerang bagiASEAN.

Menyadari perbedaan pembangunan dan karakteristik negara-negara

anggotanya, evolusi ASEAN secara institusi bisa dikatakan berada dalam

percepatan yang cukup lambat, namun berada dalam langkah-langkah yang

gradual. fvolusi secara institusi yang berjalan cukup lambat ini bisa dilihat dari

7 Diraktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASFANT

Salayang Pandang Edisi ke-17, Jakarta; Deplu Rl,2007, hal. 2-3.
8 Leo Suryadinala, Politik Luar Negeri lndonesia diBawah $oeharfo, Jakarta: LP3ES, 1998, hal"

84-85.
0 Rudolfo C" Severino, Southeast Asr,a ln $aarch of an ASEAN Community: /nstgttfs from thm

Former ASEAN Secretary 6eneral, Singapura: lSfAS, 2006, hal. 8-10.
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baru dilaksanakannya KTT ASEAN yang pertama kali pada tahun 1976, atau

sembilan tahun sejak didirikannya ASEAN. Pada KTT yang pertama ini, yang

diselenggarakan di Bali, Indonesia, dihasilkan sejumlah prinsip kerja sama

ASEAN yang dapat menggambarkan perkembangan visiASEAN untuk menjalin

integrasi regional yang lebih erat di kawasan Asia Tenggara. Beberapa prinsip

kerja sama ASEAN yang tercapai dalam KTT ke-1 ASEAN terangkum dalam

sebuah dokumen yang disebutBaliConcord l,yang meliputi:10 1) Perjanjian

persahabatan dan kerja sama diAsia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation

in Soufheasf Asla -TAC). lnti dariTAC adalah penggunaan cara-cara damai di

dalam menyelesaikan persengketaan intra-regional (peaceful seftlement of
dlspufes), yang merupakan prinsip-prinsip dasar untuk memandu hubungan

berbagai pihak; 2) Persetujuan pembentukan Sekretariat ASEAN (Agreement

on the Establishment of the ASEAN Seuetariat\.

Pada Bali Concord / ini bisa dikatakan, ASEAN telah berkembang

selangkah lebih maju, selain dibentuk sebuah sekretariat ASEAN yang

berkedudukan di Jakarta, juga dihasilkan sejumlah instrumen politik dalam

memperkuat kerja sama regionalnya, khususnya melalui kesepakatan yang

terangkum dalam TAC.TAC menegaskan visi baru ASEAN, yang tertuang dalam

salah satu ayatnya (ayat 12)11, yang mendorong negara anggota untuk

membangun sebuah fondasi komunitas ASEAN yang kuat dan viable

berdasarkan penekanan terhadap regionalresilience (ketahanan regionat).TAC

juga menekankan semangat untuk membentuk ASEAN sebagai sebuah

komunitas diplomatik yang bersahabat, dengan menyebutkan bahwa negara-

negara ASEAN akan menyelesaikan segala persengketaan antara mereka

melalui perundingan-perundingan bersahabat.

Berkat hadirnya kesepakatan ini pula, ASEAN berhasil menghindari

terjadinya konflik terbuka diantara negara-negara anggota, dan berhasil

menyelesaikan permasalahan keamanan yang munculdi kawasan pada masa

Perang Dingin. Diantara permasalahan keamanan yang dapat diselesaikan

ASEAN pada masa Perang Dingin ini adalah dalam menyelesaikan friksi di

kawasan terhadap isu Vietnam pada tahun 1979 dan juga dalam menyelesaikan

friksi yang terjadi di dalam negara Kamboja pada akhir dasawarsa 1980-an.

10 CPF. Luhulima, et.at., Masyarakat Asia Tenggara Menuju l(omunitas ASEAN 2015, Jakarta'.

Pustaka Pelajar & P2P-LlPl, 2008, hal. 3.
11 Alexandra Retno Wulan dan Bantarto Bandoro, (ed.,), ASEAN Quest for a Full-Fledge Com-

munity, Jakarta: CSIS, 2007, hal.53.
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Peran yang dijalankan oleh negara-nsgara anggota ASEAN dalam menyelesaikan

masalah-masalah kawasan pada masa Perang Dingin tersebut didominasioleh

peja bat-pej abat pe meri nta ha n.

Begitu juga pada masa setelah Perang Oingin, peran negara (pejabal

pejabat pemerintahan) masih mendominasi kiprah ASEAN. Hal ini terlihat,

misalnya, dalam A$EAN RegionalForum (ARF).ARF merupakan forum dialog

keamanan yang berfungsi sebagai wahana pengembangan ra$a saling percaya

(confidence building), diplomasi preventif (preventiva diplomacy), serta usaha

penyelesaian konflik perbatasan atau teritorial di kawasan Asia Tenggara,l?

melalui pertukaran pandangan dalam satu forum dari para pejabat pemerintahan

negara-nsgara Asia Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan,

baik regional maupun internasional. Forum ini selain dihadiri para pejabatrl

pemerintahan negara-negara anggota A$EAN, juga dihadiri oleh pejabat tinggl

pemerintahan dari kekuatan besar dunia antara lain: Amerika $erikat, Cina

Rusia, Uni Eropa, dan Jepang.13

$elain mengafirmasi pendekatannya terhadap konsep keamanan,

negara-negara ASEAN pun melihat bahwa dalam menghadapi dunia internasional

yang semakin kompleks, mereka pun harus bekerja sama dalam mengantisipasl

dampak yang timbul dari perdagangan bebas. Negara-negara ASEAN sadal

bahwa mereka harus menyesuaikan diri ditengah iklim perekonomian global

yang semakin liberal dengan hambatan perdagangan dunia yang semakirr

berkurang. Era proteksi industri substitusi impor A$EAN pun telah berlalu, dan

negara-negara ASFAN mulai melakukan penyesuaian terhadap orientasi

kebijakan perdagangan yang semula berorientasi ke dalam menjadi ke luar"

$elain itu, negara-negara A$EAN pun terus mengupayakan Iangkah-langkah

untuk mewujudkan A$EAN $ebagai kawasan perdagangan bebas melalul

pengurangan dan penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun norx

tarif.

Langkah nyata yang dilakukan dalam menciptakan ASEAN sebagai

kawasan perdagangan bebas, sekaligus untuk mendorong perdagangan di

A$EAN secara lebih efektif, adalah kesepakatan para pemimpin negaraASEAI{

untuk membentuk A$HAN Free Trade Area (AFIA), yang awalnya ditargetkarl

dapat tercapaitahun 2008. Melihat ancaman yang semakin berkembang didunier

12 CPF. Luhulima, ASEAN Menuju Postur &aru, Jakarta: C$lS, 1997, hal. 97-98.
13Yulia Diniastuti, "Masa Depan Kerja $ama Keamanan ASEAN:Tantangan bagi Pengembangarr
ASEAN Regional Forum', dalam Analisls C.SIS lahun )Oil No.$, Sepfember-Okfober 19$(li

Rafleksi Masa Depan ASEAN: Tinjauan oleh 3enerasi Muda, Jakarla: CSIS, 1996, hal. 377.
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internasional, terutama dengan bangkitnya perekonomian Cina dan India, serta

integrasi ekonomidi Eropa (European Union) dan Amerika Utara (NAFTA) yang

semakin kuat, pejabat-pejabat pemerintahan (khususnya menteri-menteri

ekonomi) dari negara anggota ASEAN pada tahun 1994 kemudian sepakat untuk

mempercepat target pembentukan AFTA dari tahun 2008 menjadi tahun 2003,

dan kemudian pada pertemuan tahun 1995 dipercepat kembali menjaditahun

2002,terutama diperuntukkan untuk negara-negara ASEAN 6. Sementara itu

bagi negara ASEAN lainnya ditargetkan tahun 2006 bagiVietnam, 2008 bagi

Laos dan Myanmar, dan 2010 bagi Kamboja.la Namun walaupun para menteri

ekonomi negara-negara ASEAN sudah memandang ASEAN sebagaisuatu pasar

bersama, pada pelaksanaannya AFTA menemui banyak hambatan sepertidalam

proses standarisasi dan kemudahan sistem kepabeanan yang menyebabkan

tidak terlihatnya keberadaan ASEAN sebagai satu pasar tunggal.ls

Beberapa perubahan pendekatan ASEAN yang muncul pada dekade

awal 1990-an, dengan terbentuknya ARF dan hadirnya kesepakatan untuk

mempunyai kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara, telah memperlihatkan

bahwa ASEAN berupaya beradaptasi dalam menghadapi tantangan dunia

internasionalyang semakin kompleks.Akan tetapi, beberapa perubahan tersebut

belumlah secara drastis mengubah pendekatan ASEAN yang masih statis

sebagaimana pada masa Perang Dingin. Pertemuan-pertemuanARF masih lebih

kepada pendekatan-pendekatan keamanan tradisional, dan tahapan-tahapan

pembentukan AFTA seperti terabaikan di saat mayoritas negara-negara ASEAN

masih dominan menggunakan kerangka kerja sama bilateral ke luar kawasan

Asia Tenggara dalam membangun perdagangan negaranya. Baru kemudian pada

saat terjadi krisis yang melanda negara-negara Asia Timur pada tahun 1997-

1998, negara ASEAN mulaiberpikir ulang untuk meningkatkan integrasiregional

Asia Tenggara, dengan menggunakan pendekatan regionalisasi yang lebih

holistik. Sejak itu, kerja sama regional di Asia Tenggara pun berusaha

diimplementasikan.

@ngansebutanCLMV.Targetyang|ebih|amabagikeempat
negara iersebut karena mereka baru bergabung dengan ASEAN pada periode 1995-1999' Di

sairping itu karena pertimbangan tingkat perekonomian negara CLMV yang relatif lebih tertinggal

dibandingkan negara-negara ASEAN 6. Lihat, Sjamsul Arifin, et.al., Masyarakat Ekonomi ASEAN

2015: iemperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, Jakarta: PT. EIex Media

Komputindo, 2008, hal. 95.
1s Tri Astuti, "Menuju Komunitas ASEAN 2015: Indonesia dan Tiga Pilar Integrasi", dalam Sekdilu 32

Depfu Rl, lndoneiia dan Dunia: Refleksi Pemikiran Diplomat Muda Indonesia, Jakarta: Deplu Rl'

2007,ha!.248.
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Diawali dengan kerja sama ASEAN + 3 pada November 1997, yang

merupakan kerja sama negara anggota ASFAN ditambah dengan Jepang, Cina,

dan Republik Korea (Korea Selatan). Pertemuan A$EAN + 3 ini dapat dikatakan

sebagai tonggak sejarah yang membuka jalan bagi proses kerja sama regional

Asia Tenggara selanjutnya, yang mana didasarkan pada kepentingan regional

dan suatu identitas regional. Kerja sama ASEAN + 3 berupaya untuk diarahkan

ke dalam penguatan ekonomi kawasan. Akan tetapi kemudian, arahan untuk

memperkuat kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara yang berupaya

diinstitusionalisasikan ke dalam ASEAN menjadi kehilangan orientasinya. Hal

ini terlihat dari sasaran akhir kerja sama ASEAN + 3 pada akhir dekade 1990-

an adalah terwujudnya Fasf Asian Free Trade Agreement (EAfTA).16 Ketika

pembentukan AFTA belum tercapai, nsgara-negara anggota A$EAN kemudian

malah terjebak dalam suatu dilema di dalam kerja sama ASEAN * 3 untuk

membentuk EAFIA. Intensnya hubungan negara-negara A$HAN terhadap

negara-negara di luar A$EAN ini kemudian disadari oleh negara-negara A$EAN

bisa menjadi ancaman bagi kerja sama ASEAN sendiri ke depannya, jika negara'

negara anggotanya tidak bisa mewujudkan sebuah identitas kolektif yang kuat

dalam organisasi A$EAN.

Oleh sebab itu, beberapa negara anggota A$EAN, khususnya lndonesia

memprakarsai pembentukan sebuah komunitas di kawasan ASEAN, di mana

salah satu unsur terpentingnya adalah pernyataan kembali kesediaan masing'

masing negara anggota untuk ikut serta berupaya mewujudkan sasaran untuk

saling membantu dan menyatu dalam sebuah rasa kekitaan(wefeeling), untuk

menghadapi persaingan global yang semakin keras. Pada 15 Desember 1997

di Kuala Lumpur kemudian terciptalah sebuah cita-cita ASEAN untuk membentuk

sebuah komunitas Asia Tenggara yang "saling peduli" dan "berbagi", yang

kemudian dikenal dengan sebutan "ASEAN Vision 2020". Visi ini menjadl

landasan yang kuat bagi upaya ASEAN untuk mengubah orientasinya dariyang

terlalu bersifat elit pemerintahan menjadi lebih berorientasi kepada masyarakat"

Hal initerlihat daritujuan yang terdapat dalam visiASEAN 2020, yakni:17 %SEA/V

as a concerf of Soufheasf Asian nafions, outward-looking, living in paace,

stability and prosperity, bonded tagetherin partnership, in dynamic developmenl

and in a community of caring socrefies".

16 "ASFAN plus Three: Towards the World's Largest Free Trade Agreement?", diperoleh dar{

httpllwww.aph.gov.aullibnrylpubslRNl2A02-03l03RN19.pdf - diakses 20 Juni 2011.
17 Faustinus Andrea, "lndonesia dan Asia l]enggara dalam Desain Baru Politik Luar Negeri Indone'
sia", dalam Bantarto Bandoro led), Mancari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia, Jakartal
C$lS,2005, hal.91.
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Berdasarkan tujuan visiASEAN 2020 tersebut bisa dilihat bahwa ada

sebuah upaya untuk mewujudkan kerja sama politik dan keamanan yang lebih

luas, integrasiekonomiyang lebih erat, serta hubungan antarmasyarakatASEAN

yang lebih erat berdasarkan hubungan sejarah, warisan budaya, dan identitas

bersama. Sebagai tindak lanjut dari Visi ASEAN 2020, pada tahun 1998

dicanangkan Hanoi Ptan of Action (HPA) sebagai langkah aksi memperkuat

proses regionalisasi kawasan Asia Tenggara.

Hadirnya Visi ASEAN 2020 dan HPA telah menegaskan evolusi ide

ASEAN untuk membentuk komunitas yang lebih erat dan untuk membentuk

kawasan yang lebih terintegrasi. Akan tetapi, di dalam Visi ASEAN 2020 dan

juga HPA, masih belum tertera dengan jelas btueprintdariupaya ASEAN untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap ASEAN, sebagai upaya

mengubah orientasi ASEAN dari a sfafe oi e nted orga nization menjadi a peopl e

oriented organization.lni artinya, ASEAN masih dianggap elitis dan dipandang

belum memiliki komitmen untuk lebih dekat dengan masyarakatnya yang

sesungguhnya sangat penting jika ASEAN ingin diterima kehadirannya oleh

masyarakat Asia Tenggara.

B. KomunitasASEAN

Untuk menjawabtantangan akan perlunya kehadiran ASEAN yang lebih

dekat dengan masyarakat, pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003'

diputuskanlah untuk membangun Komunitas ASEAN ke depannya yang

berlandaskan pada tiga pilar, yakni Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN

security communitytAsC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic

communitytAEC), dan Komunitas sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-

cutturat communitylAScc). Ketiga pilar ini akan saling terkait secara erat dan

saling memperkuat dalam upaya mencapai perdamaian, stabilitas, dan

kemakmuran bagikawasan AsiaTenggara.ls Lebih lanjut, visi untuk menciptakan

sebuah Komunitas ASEAN ini tertuang dalam kesepakatan yang dihasilkan

datam KTT ke- 9 ASEAN di Bali tersebut yang kemudian dikenal sebagai Bali

Concord ll.

Lebih lanjut dalam mendukung pembentukan Komunitas ASEAN' pada

KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004 dirumuskan pula tiga Rencana

is Makarim Wbisono, Ianlang an Diptomasi Multilateral, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia' 2006'

ha|.194.
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Aksi (P/an of ActianlPoA) untuk masing-rnasing pilar yang merupakan program

jangka panjang untuk merealisasikan konsep Komunitas ASIAN. $elain itu
juga, pada KTT ASEAN ke-'l0 juga dirumuskan sebuah Program AksiVientians

(Vlenfiane Actian Pr*gram), yang menekankan perlunya mempersempit

kesenjangan perkembanpan antara 10 negara anggota A$HAN serta mempnrluas

hubungan kerja sama dengan para mitra untuk membangiln sebuah ma*yarakat

A$EAN yang terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020.

Kemudian, tidak berhenti pada tuhap Rencana Aksisaja, tetapi para pernimpin

A$EAN melihat perlu adanya percepatan integrasidiA$EAN sehingga kemudian

pada KTT ke-1 2 A$[AN di Cebu, Filipina, tahun 2007 ditandatangani kesepakatan

'Oebu Aedaration on ffie Acce/mratian of fhe Fsfablishment o/ an A$HAN

Comrnunity by 2015', yang msnsssskan percepatan pembentukan Komunitas

A$HANI dari semula tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Pembentukan Komunitas A$EAN inilah sesungguhnya yang menjadi

dasar bagi upaya ASHAN untuk mengembangkan dirinya sebagai a peoplu

orienfedorganization. Upaya itu dilakukan ASEAT{ melaluipembangunan pilar-

pilar Komunitas ASEAN, yakni Komunitas Keamanan A$EAN, Komunitas

Ekonomi A$EAN, dan Komunitas $nsial-Budaya A$fAN.

1. Komunitas Keamanan ASTAN

Pada saat A$f;AN didirikan tahun 1967, tujuan utarna yang ingin dicapai

oleh negara-nsgara pemrakarsa sebenarnya adalah untuk mempererat kerja

sama ekonomi dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara, yang diharapkan

akan memberikan dampak positif bagi pembangunan negara-negara anggotanya

ASEAN pun tidak sscara tegas menggarisbawahi untuk memperkuat kerja sama

di bidang politik keamanan, karena menganggap isu politik dan keamanan

merupakan isu yang terlampau sensitif. Akan tetapi, dalam perjalanannya justru

isu politik-keamanan inilah yang dominan mewarnai perjalanan A$EAN.

Beberapa dokumen ker.ia sama yang clihasilkan *epertiZOPFAN (Zan*

af P6ace, Freedom, and Neutrality|, TraktatTA0 (Treaty of Amity and Coaperation

in Soulheasl Asia), dan $SANWFZ (Soufheasf Asian Nuclear Weapans Frau

Zone) bisa memperlihatkan bagaimana upaya penguatan kerja sama politik dan

keamanan di ASEAN begitu dominan. Kesemua dokumen ASEAN tersebut

menegaskan code of conductnsgara-negara anggota ASIAN dalam menjaga

stabilitas kawasan Asia Tenggara yang damai, berdasarkan prinsip-prinsip

sovereignty, non-interference, dan consensus. Lebih lanjut, doktrin yang diadopsi
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di dalam ASEAN adalah doktrin Regional Resilience (Ketahanan Regional). Hal-

hal ini memperlihatkan bagaimana dinamika perjalanan ASEAN dominan diwarnai

untuk membentuk sebuah kawasan yang damai dan tanpa konflik terbuka.

Tujuan untuk menciptakan sebuah kawasan yang damai, saling

menghormati kedaulatan nasional, serta penghindaran penggunaan ancaman

ataupun penggunaan kekuatan dalam penyelesaian perbedaan maupun

perselisihan, pun tetap menjadiarahan utama yang berupaya dicapaidalam visi

pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Oleh sebab itulah kemudian terlihat

bahwa konsep komunitas yang pertama kalidicetuskan dan disepakatiadalah

pembentukan Masyarakat Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security

CommunitylAPSC). Konsep APSC ini ditujukan untuk lebih mengembangkan

kerja sama politik, memperkuat keamanannya melalui pembentukan dan

pemberlakuan norma-norma, pencegahan merebaknya konflik, serta

pembangunan perdamaian pasca konflik.

Dengan kata lain, melalui pembentukan APSC iniASEAN berupaya

selangkah lebih maju agar dapat lebih tanggap terhadap berbagai ancaman

baru yang muncul di dunia internasional. Ancaman-ancaman yang muncul di

kawasan Asia Tenggara dimaknai bukan lagi sebatas ancaman yang datang

darisisi militer, namun ancaman yang datang dipersepsikan sebagai ancaman

yang multidimensional, yakni segala sesuatu yang membahayakan kedaulatan

nasional, integritas wilayah, keselamatan warga negara dan kehidupan demokrasi

di dalam negara anggota, serta membahayakan ketertiban dan perdamaian

regionaldan internasional, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat

non konvensional.le

Berdasarkan persepsi tersebut kemudian ada tiga karakteristik yang

terlihat dalam APSC, yang menandai kerja sama ASEAN di bidang politik'

keamanan telah berkembang lebih jauh dibanding kerja sama politik-keamanan

sebelumnya. Ketiga karakteristik APSC yang tercantum dalam APSC Blueprint

adalah:rc

a) A Ru/es-based Community of sharesvalues and normsi

b) A Cohesive, Peaceful, Sfab/e and Resilient Region with shared responsr-

bility fo r com p rehe n siv e se cu rityi

c) A Dynamic and Outward-looking Region in an increasingly integrated and

interdependentworld.

@amananlndonesia,Jakarta:Propatria,2004'ha|.16.
,o ASEAN po:litical Securig Community Etueprint, Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Kemlu R|, 2009, hal. 6-7.
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